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BUPATI MINAHASA 

PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI MINAHASA 

NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA, 

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 

maka dipandang perlu mengatur lebih Ianjut tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Minahasa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015); 
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi 

Pemerintahan; 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019; 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan 
Tahun 2014 ten tang Desa; 

Undang-Undang Nomor 6 

10.Peraturan{·· 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 1  Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
ten tang Pedoman Pembangunan Desa; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Minahasa; 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DESA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

I. Daerah adalah Kabupaten Minahasa. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa. 
3. Bupati adalah Bupati Minahasa. 
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usu!, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan 
dihonnati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Hukum Tua adalah sebutan kepala desa di Kabupaten Minahasa. 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua di ban tu Perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8.Badan .. t·· 
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8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan Desa. 

1 1 .  Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah 
Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa. 
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa. 
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran 

yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. 
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa 

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. 
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

18. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran 

Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota. 
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi 
Dana Alokasi Khusus. 

20. Dana Desa, selanjutnya disebut DD, adalah dana yang bersumber dari APBN 
yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota 
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat. 
21 .  Bagian dari hasil pajak adalah dana bagian dari hasil pajak kabupaten yang 

dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari 
realisasi penerimaan hasil pajak kabupaten. 

22. Bagian dari hasil retribusi daerah adalah dana bagian dari hasil retribusi 
daerah kabupaten yang dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh 
per seratus) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah kabupaten. 

23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut 
PKPKD, adalah Hukum Tua yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 

24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya clisebut PPKD, adalah 
perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan 
keputusan Hukum Tua yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. � 

25.Sekretaris-t" .. 
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25. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur 
pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. 

26. Kepala Urusan, selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang 
berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas 
PPKD. 

27. Kepala Seksi, selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang 
berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD. 

28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan 
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan cligunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang 
ditetapkan. 

29. Sadan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar­ 

besamya kesejahteraan masyarakat Desa. 
30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang 

memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 
anggaran. 

31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan 
belanja Desa. 

32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan 
belanja Desa. 

33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

periode anggaran. 

34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya clisingkat DPA adalah 
dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, 
dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan 
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa. 

35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA 
adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang 
disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan 
APB Desa dan/ a tau Perubahan Penjabaran APB Desa. 

36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL 
adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan 
dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun 
anggaran sebelumnya. 

37. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut pengadaan 
barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah 
Desa, balk dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 

38. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah 
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan 
mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran­ 
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Hukum Tua. 

39. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jast. 

40.Menteri.[··· 
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40. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 
41 .  Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah 

lnspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. 

BAB II 

ASAS PENGELOLMN KEUANGAN DESA 

Pasal 2 
( 1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif 

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 
(2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) 

tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

BAB III 

KEKUASMN PENGELOLMN KEUANGAN DESA 

Pasal 3 
( 1) Hukum Tua adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepernilikan 

kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 
(2) Hukum Tua selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 

kewenangan: 

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; 
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB 

Desa; 

d. menetapkan PPKD; 
e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; 
f. menyetujui RAK Desa; dan 

g. menyetujui SPP. 
(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Hukum Tua menguasakan sebagian kekuasaannya 
kepada perangkat Desa selaku PPKD. 

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan 
keputusan Hukum Tua. 

(5) Apabila terjadi pergantian perangkat desa, maka secara otomatis pelaksanaan 
pengelolaan keuangan desa dilanjutkan oleh perangkat desa yang baru sesuai bidang tugasnya. 

Pasal 4 
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas: 
a. Sekretaris Desa; 

b. Kaur dan Kasi; dan 

c. Kaur Keuangan 

Pasal 5 (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas 
sebagai koordinator PPKD. 

(2)Sekretaris(.. .. 
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(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; 
b. mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan 

perubahan APB Desa; 
c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB 

Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB 
Desa; 

d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Hukum Tua tentang 
Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; 

e. mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas 
PPKD; dan 

f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa 
mempunyai tugas: 
a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; 
b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa, dan 
c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB 

Desa. 

Pasal 6 
( 1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai 

pelaksana kegiatan anggaran. 
(2) Jumlah Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan 

dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, mengacu pada 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerin tah Desa. 

(3) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 
anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; 

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
d. menyusun DPA, DPPA, OPAL sesuai bidang tugasnya; 

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan 
barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan 

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk 
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

(4) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing 
dan ditetapkan dalam RKP Desa. 
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Pasal 7 
(!) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan 
pengadaan barang/ jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan 
sendiri. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (!) berasal dari unsur perangkat Desa, 
lembaga kemasyarakatan Desa dan/ atau masyarakat, yang terdiri atas; 
a. ketua; 

b. sekretaris; 
c. anggota. 

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana 
kewilayahan. 

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat 
penyusunan RKP Desa. 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan 
HukumTua. 

Pasal 8 
(I) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan 

fungsikebendaharaan. 

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (!), mempunyai tugas: 
a. menyusun RAK Desa; dan 

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima rnenyimpan, 
menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 

penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 

APB Desa. 
(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor 

Wajib Pajak Pemerintah Desa. 
(4) Kaur Keuangan tidak dapat dijabat oleh seseorang yang mempunyai hubungan 

keluarga yaitu suami/ istri, orang tua, anak,menantu dan kakak-beradik 

dengan Hukum Tua di desa tersebut. 

BAB IV 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DESA 

Pasal 9 
(I) APB Desa terdiri atas: 

a. pendapatan Desa; 

b. belanja Desa; dan 
c. pembiayaan Desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a 
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. 

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan 
menurut bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek 

belanja. 
(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf c diklasifikasikan 

menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. 

Pasal 10.(-. 
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Pasal 10 
Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa diberi kode rekening. 

Pasal 11  
(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l)buruf a, yaitu 

semua penerimaan Desa dalam l (satu) tahun anggaran yang menjadi hak 
Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas 
kelompok: 
a. Pendapatan Asli Desa ; 
b. Transfer; dan 

c. Pendapatan Lain-Lain. 

Pasal 12 
(1) Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  ayat 

(2) buruf a, terdiri atas jenis: 
a. Hasil usaha; 
b. Hasil aset; 
c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; serta 

d. Pendapatan Asli Desa lain. 

(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain 
bagi basil BUM Desa. 

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, antara lain, tanah 
kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan 
irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak 
asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. 

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. 

(5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara 
lain basil pungutan Desa. 

(6) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai Pendapatan Asli Desa 
selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. 

Pasal 13 
(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11  ayat (2) huruf b, 

terdiri atas jenis: 

a. Dana Desa (DD); 
b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;; c. Alokasi Dana Desa (ADD); 
d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan 
e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. (2) Teknis administrasi pelaksanaan kelompok transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa. (3) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) buruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus. 

(4)Bantuar{ ... 
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(4) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan 
paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga 
puluh perseratus), 

Pasal 14 
Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  ayat (2) huruf c, 
terdiri atas: 

a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa; 

b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; 

c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; 

d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan 
penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan; 

e. Bunga bank; dan 

f. Pendapatan lain Desa yang sah. 

Pasal 15 
(!) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (!) huruf b, yaitu 

semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun 
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. 

(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk 
mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. 

(3) Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan : 
a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja 

desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, 
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa; serta 
b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja 

desa digunakan untuk mendanai penghasilan tetap, tunjangan Hukum 
Tua serta perangkat desa, operasional Pemerintahan Desa serta tunjangan 
dan operasional BPD. 

Pasal 16 

( 1) 

(2) 

(3) 

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang : 

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa; 
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 
e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di 

Desa. 

Klasifikasi Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai 

dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan 
kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. 
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e dibagi dalam 
sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, 
keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa. 

Pasal 17.( .. 
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Pasal 17 (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang: 

a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional 

pemerintahan Desa; 

b. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa; 

c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; 

d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan e. Pertanahan. (2) Klasifikasi belanja sebagiamana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang: a. Pendidikan; b. Kesehatan; 
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. Kawasan pemuk.iman; e. Kehutanan dan lingkungan hidup; 
f. Perhubungan, komunikasi dan informatika; 

g. Energi dan sumber daya mineral; dan 

h. Pariwisata; (3) Klasifikasi belanja sebagimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang: a. Ketentraman, ketertiban dan pelindungan masyarakat; b. Kebudayaan dan keagamaan; 
c. Kepemudaan dan olahraga; dan d. Kelembagaan masyarakat. (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang: a. Kelautan dan perikanan; b. Pertanian dan peternakan; 
c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa; 
d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; 

e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; f. Dukungan penanaman modal; dan 
g. Perdagangan dan perindustrian. (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang: a. Penanggulangan bencana; 
b. Keadaan darurat; dan 
c. Keadaan mendesak. 

Pasal 18 (1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan. (2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa 
Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama. 

(3)Pemerintah{ .. 
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(3) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum 
dalam daftar sebagimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode 90 

sampai dengan 99. 
(4) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain Hukum 

Tua dan perangkat Desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang 

anggarannya dialokasikan dari basil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan 

lain dan/ atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a. 

(5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterapkan 
dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) 

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 19 
Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas: 

a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang/jasa; 
c. Belanja modal; dan 

d. Belanja tak terduga. 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 20 

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dianggarkan 
untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan 

pembayaran jaminan sosial bagi Hukum Tua dan perangkat desa, serta 

tunjangan BPD. 
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 

bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa. 

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya 

dibayarkan setiap bulan. 
Pembayaranjaminan sosial sebagimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa. 

Pasal 21 
Hukum Tua, perangkat desa dan BPD yang keputusan pengangkatannya 

ditetapkan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 16 pada bulan 
dikeluarkannya ketetapan tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan 

penghasilan tetap dan/ atau tunjangan untuk bulan berjalan. 
Hukum Tua, perangkat desa dan BPD yang keputusan pengangkatannya 

ditetapkan antara tanggal 1 di atas tanggal 16 pada bulan dikeluarkannya 

ketetapan terse but, maka penghasilan tetap dan/ atau tunjangan yang 
bersangkutan mulai diberikan setelah bulan diterbitkannya ketetapan 

terse but. 
Penghasilan tetap dan tunjangan mulai dihentikan pembayarannya apabila 

ketetapan pemberhentian yang bersangkutan diterbitkan di bawah tanggal 16 

pada bulan diterbitkannya ketetapan tersebut. Penghasilan tetap dan tunjangan mulai tetap dibayarkan untuk bulan berjalan 
apabila ketetapan pemberhentian yang bersangkutan diterbitkan di atas 
tanggal 16 pada bulan saat diterbitkannya ketetapan tersebut. 

Pasal 22.{ . . .  
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Pasal 22 
(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b 

digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/ jasa yang dinilai 
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara 
lain untuk: 
a. Operasional pemerintah Desa; 
b. Pemeliharaan sarana prasarana Desa; 
c. Kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis dan semacamnya; 
d. Operasional BPD; dan 
e. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. 

(3) Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat sebagimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan untuk menunjang pelaksanaan 
kegiatan Desa dan diberikan kepada : 
a. Lembaga Kemasyarakatan Desa; 

b. Kelompok Usaha Ekonomi di Desa; dan 
c. Rumah Tangga Miskin. 

Pasal 23 
(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, digunakan 

untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 
(dua belas) bulan dan menambah aset. (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 
kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa. 

Pasal 24 (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d 
merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan 
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. 

(2) Belanja untuk kegiatan sub bidang penanggulangan bencana, keadaan 
darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. Tidak diharapkan terjadi berulang; dan c. Berada di luar kendali Pemerintah Desa. (3) Kegiatan pada sub bidang penganggulangan bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana 
alam dan bencana sosial, seperti : 
a. Bencana alam, yaitu : banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, 

kekeringan, angin kencang, tsunami, gelombang pasang, likuifaksi dan 

lain-lain. 

b. Bencana sosial, yaitu : konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas 
masyarakat, teror, epidemi/wabah penyakit, kerawanan pangan dan lain­ 
lain. 

(4) Kriteria.(. ... 
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(4) Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam 
dan bencana sosial meliputi pemberian makanan, pakaian, air bersih, tenda 
pengungsian, obat-obatan, perlengkapan penanganan wabah penyakit seperti 
demam berdarah, perbaikan sarana prasarana dasar, pemberian 
barang/ material bagi masyarakat dan lain-lain disesuaikan dengan konclisi 
keuangan desa. 

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya 
kerusakan dan/ atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana clan 
prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan 
dasar masyarakat. 

(6) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang 
menyebabkan keadaan darurat di desa, seperti kerusakan sarana air bersih, 
jembatan, jalan, fasilitas kesehatan desa dan lain-Jain. 

(7) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya penanganan 
pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin 
berdasarkan Basis Data Terpadu tingkat kabupaten yang mengalami 
kedaruratan sehingga terjadi permasalahan stunting, gizi buruk dan lain-lain 
melalui kegiatan pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil 
yang mengalami kerawanan pangan, pemenuhan kebutuhan air bersih, 
pelayanan kesehatan, bantuan perbaikan rumah tinggal, bantuan 
perlengkapan bagi anak sekolah dan lain-lain. 

(8) Belanja tak terduga digunakan pada saat terjadinya bencana, keadaan darurat 
serta keadaan mendesak, dimana pemanfaatan dan pelaksana kegiatan 
ditetapkan dengan keputusan Hukum Tua sesuai hasil rapat desa dan setelah 
berkonsultasi dengan pemerintah kecamatan. 

(9) Dalam ha! belanja tak terduga tidak mencukupi, pemerintah desa melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan melakukan perubahan 
Peraturan Hukum Tua tentang Penjabaran APB Desa yang nantinya 
ditampung dalam perubahan APB Desa. 

Pasal 25 
Pengalokasian dana untuk belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 
23 ayat (1), disesuaikan dengan kondisi desa dan kemampuan APB Desa. 

Pasal 26 
( 1) 

(2) 

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c 
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 
Pembiayaan Desa sebagimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas kelompok: 
a. Penerimaan pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 27.(. ... 
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Pasal 27 
(1) Penerimaan pembiayaan sebagimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf 

a, meliputi: 

a. Silpa tahun sebelumnya; 

b. Pencairan dana cadangan; dan 

c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan 
bangunan. 

(2) Silpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi 
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, 
dan sisa dana kegiatan yang belurn selesai atau lanjutan. 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang 
selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. 

(4) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan basil penjualan 
kekayaan Desa yang dipisahkan. 

Pasal 28 
Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, 
terdiri atas : 

a. Pembentukan dana cadangan; dan 

b. Penyertaan modal. 

Pasal 29 
( 1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a 

dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat 
sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Desa. 

(3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: 
a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 

b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 
c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; 

d. Sumber dana cadangan; dan 
e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas 
penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah 

ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan 

Hukum Tua. 
Pasal 30 

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b antara lain 
diguna.kan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang 

diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat. { 
(2)Penyertaan . . . . .  
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(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan 
Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam 
APBDesa. 

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanah 
kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. 

(4) Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(SJ Analisa kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) d.iukur berdasarkan 
penilaian perkembangan BUMDesa, yang diklasifikasikan : 
a. BUMDesa Dasar 
b. BUMDesa Tumbuh 
c. BUMDesa Berkembang 
d. BUMDesa Maju 

BABV 

PENGELOLAAN 

Pasal 31 

Pengelolaan keuangan Desa meliputi: 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 
c. Penatausahaan 

d. Pelaporan; dan 
e. Pertanggungjawaban. 

Pasal 32 

( 1) Pengelolaan keuangan Desa se bagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan 
dengan basis kas. 

(2) Basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan 
transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. 

(3) Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem 
· informasi yang dikelola Kementerian Dalarn Negeri. 

Pasal 33 
(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan 

penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran 

berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. 
(2) Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa 

berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan berpedoman pada penyusunan 
APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 34 

(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
kepada Hukum Tua. 

(2)Rancangan. f. .. . 
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(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (!) disampaikan Hukum Tua kepada BPD untuk dibahas dan disepakati 
bersama dalam musyawarah BPD. 

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 

(4) Dalam ha! BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa yang disampaikan Hukum Tua, Pemerintah desa hanya dapat 
melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional 
penyelenggaraan pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun 
sebelumnya. 

(5) Hukum Tua menetapkan Peraturan Hukum Tua sebagai dasar pelaksanaan 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

Pasal 35 
(!) Atas dasar kesepakatan bersama Hukum Tua dan BPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), Hukum Tua menyiapkan Rancangan 
Peraturan Hukum Tua mengenai penjabaran APB Desa. 

(2) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan 
Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (!). 

Pasal 36 
(!) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 34 ayat (3) disampaikan Hukum Tua kepada Bupati melalui camat 
paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 

(2) Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi 
Rancangan Peraturan Desa. 

(3) Panduan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), yaitu Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di 

Desa. 
(4) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (!) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi: 
a. Surat pengantar; 
b. Rancangan peraturan Hukurn Tua mengenai penjabaran APB Desa; 

c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa; 
d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usu! dan 

kewenangan lokal berskala Desa; 
e. Peraturan Desa mengenai Pembentukan dana cadangan, jika tersedia; 
f. Peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tereedia; dan 
g. Berita acara hasil musyawarah BPD. 

Pasal 37 
(!) Bupati dapat mengundang Hukum Tua dan/atau aparat Desa terkait dalam 

pelaksanaan evaluasi. 
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dituangkan dalam 

keputusan Bupati dan disampaikan kepada Hukum Tua paling lambat 20 (dua 
puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. 

(3)Dalam. t- ... 
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(3) Dalam ha! Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud 
berlaku dengan sendirinya. 

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Hukurn Tua menetapkan 

menjadi Peraturan Desa. 

(5) Dalam ha! hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
kepentingan umum, dan RKP Desa, Hukum Tua bersama BPD rnelakukan 
penyempumaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya hasil evaluasi. 

Pasal 38 
(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) tidak 

ditindaklanjuti oleh Hukum Tua dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan rancangan Peraturan 
Hukum Tua tentang penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Hukurn Tua, 
Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati. 

(2) Hukum Tua memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan 
Hukum Tua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Hukurn Tua bersama 
BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Hukum Tua dimak.sud. 

(3) Dalam ha! pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hukurn Tua 
hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan 
pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai 

penyempumaan Rancangan Perturan Desa tentang APB Desa disampaikan 
dan mendapat persetujuan Bupati. 

Pasal 39 
(1) Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan 

oleh Hukum Tua menjadi Peraturan desa tentang APB Desa. (2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Hukum Tua menetapkan Rancangan Peraturan Hukum Tua tentang 
penjabaran APB Desa sebagai peraturan pela.ksana dari Peraturan Desa 

tentang APB Desa. 
(4) Hukum Tua menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan 

Hukum Tua tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 
(tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. 

Pasal 40 
Hukum Tua menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat 
melalui media infonnasi, antara lain : 

a. Memasang baliho struktur dan realisasi APB Desa setiap tahun setelah 
ditetapkan, termasuk alamat pengaduan masyarakat; 

b.Mensosialisasikan( . . .  
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b. Mensosialisasikan pelaksanaan program dan kegiatan APB Desa melalui 
papan infonnasi desa. 

c. Untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana desa, Pemerintah Desa wajib 
membuat papan kegiatan dan prasasti yang berisi informasi tentang jenis 

kegiatan, volume, tahun anggaran, jumlah alokasi dana dan sumber dana. 

Pasal 41 
(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi: 

a. Penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun 
anggaran berjalan; 

b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun 
berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; 

c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, 
antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan 

d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan 
dalam tahun anggaran berjalan. 

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 

(3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan apabila 
terjadi bencana alam(gempa bumi, tanah longsor, banjir) atau kebakaran, 
perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang berdampak 
pada terganggunya pelayanan dasar masyarakat. 

(4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP 

Desa. 

Pasal 42 
(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Hukum 

Tua tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan 
Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan. 

(2) Peraturan Hukum Tua tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi: 
a. Penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun 

anggaran berjalan; 
b. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar 

objek belanja; dan 

c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan 
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan. 

(3) Hukum Tua memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan 
Hukum Tua tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya 
disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan 
Hukum Tua tentang perubahan penjabaran APB Desa. 

Pasal 43.( .. . . 
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Pasal 43 
Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara 
mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB 

Desa. 

Pasal 44 
(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan 

pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank 
yang ditunjuk Bupati. 

(2) Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh 
Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Hukum Tua dan Kaur 

Keuangan. 
(3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas 

Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah desa dengan 
spesimen tanda tangan Hukum Tua dan Kaur Keuangan. 

Pasal 45 
(I) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan 

Hukum Tua kepada Bupati. 
(2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubemur dengan 

tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 

(3) Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian 
penyaluran dana transfer. 

(4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rp. 10.000.000,­ 
(sepuluh juta rupiah)untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah 
Desa. (5) Penarikan dana dari rekening kas desa dilaksanakan sesuai kebutuhan 
berdasarkan Rencana Anggaran Kas. 

Pasal 46 ( 1) Hukum Tua menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan 
Desa tentang APB Desa dan Peraturan Hukum Tua tentang penjabaran APB 
Desa ditetapkan. 

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; 

b. Kencana Kerja Kegiatan Desai dan 

c. Rencana Anggaran Biaya. (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediak:an, dan rencana 

penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. (4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, wak.tu pelaksanaan kegiatan, 

pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. 

(5)Rencana.f ... 
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(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci 

satuan harga untuk setiap kegiatan. 
(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA 

kepada Hukum Tua melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja 
setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 47 (1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima 
belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. 

(2) Hukum Tua menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris 
Desa. 

Pasal 48 

(1) Dalam ha! terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau 
perubahan Peraturan Hukum Tua tentang penjabaran APB Desa yang 
menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan 
kegiatan, Hukum Tua menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran untuk menyusun rancangan DPPA. 

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan 
b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan. 

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA 
kepada Hukum Tua melalui Sekretaris desa paling lama 6 (enam) hari kerja 
setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima 
belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA. 

(5) Hukum Tua menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi Sekretaris 
Desa. 

Pasal 49 

( 1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah 

disetujui Hukum Tua. 
(2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada Hukum Tua melalui Sekretaris Desa. 
(3) Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang 

diajukan Kaur Keuangan. 
(4) Hukum Tua menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris 

Desa. 

Pasal 50 
RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus kas masuk dan 
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk 

mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Hukum Tua. 

Pasal 51.( . . .  
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Pasal 51 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua 

yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain. 
(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti 

yang lengkap dan sah. 

Pasal 52 
(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua 

pengeluaran belanja atas beban APB Desa. 

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan 
bukti yang lengkap dan sah. 

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Hukum 
Tua dan HukumTua bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti terse but. 

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap 
tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu 
kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai 

dengan tugasnya. 

Pasal 53 
(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui 

Hukum Tua. 
(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 
(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola. 
(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat 
dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk 
memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. 

(5) Dalam ha! pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melaui swakelola, 
baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan 
barang/ jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai 
pengadaan barang/ jasa di Desa. 

Pasal 54 

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam 
DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. 

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. ( 
Pasal 55 .. 
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Pasal 55 
(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara 
swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja. 

(2) Dalam ha! pembayaran pengadaan barang/ jasa belum dilakukan dalam waktu 
10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib 
mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk 
disimpan dalam kas desa. 

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. 

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggung 
jawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/ jasa kepada Sekretaris desa. 

{5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan 

pertanggung jawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan 
Kasi pelaksana kegiatan anggaran. 

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil 
dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 

mengembalikan sisa uang ke kas Desa. 

Pasal 56 
(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui 

penyedia barang/ jasa dilakukan setelah barang/ jasa diterima. 
(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: 

a. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan 
b. Bukti penerimaan barng/ jasa di tern pat. 

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris 
Desa berkewajiban untuk: 

a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran; 
b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang 

tercantum dalam permintaan pembayaran; 

c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan 
d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana 

kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
(4) Hukum Tua menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan basil verifikasi 

yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. 
(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang 

tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Hukum Tua. 
Pasal 57 

(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Hukum Tua melalui Sekretaris desa. 
(2) Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
RAB yang diusulkan 

Hukum Tua.{. (3) 
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(3) Hukum Tua melalui surat keputusan Hukum Tua menyetujui RAB 
pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi 
yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. 

(4) Hukum Tua melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada 
Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Hukum Tua ditetapkan. 

Pasal 58 
( 1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan be ban atas anggaran Belanja 

Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan mengenai perpajakan yang berlaku. 

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak 
terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran 
kas desa atas be ban belanja pegawai, barang/ jasa, dan modal. 

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 59 
Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dari 
mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 

dianggarkan dalam APB Desa. 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Pasal 60 
Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 huruf a digunakan untuk: 
a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada 

realisasi belanja; dan 
b. Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. 
SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan 
penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/ a tau pengehematan belanja 
tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang 
telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan. 
SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau 
lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 
perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada 

tahun anggaran berikutnya. 
Kaur dan/ a tau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali 
rancangan DPA untuk disetujui Hukum Tua menjadi DPAL untuk mendanai 
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b. 
Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan 
rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu 
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran 

kepada hukum Tua paling lambat pertengahan bulan Desember tahun 
anggaran berjalan. 
Sekretaris desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yanr 
akan disahkan dalam DPAL. 

(7) DPAL .. 
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(7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum 
selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 61 
(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan 

pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a 
dicatatkan dalam catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening Kas Desa. 

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan. 

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan 
telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan. 

(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada 
penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. 

Pasal 62 
( 1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana 

fungsikebendaharaan. 
(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilakukan dengan 

mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. 
(3) Pencatatan buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup 

setiap akhir bulan. 

Pasal 63 
(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: 

a. Buku pembantu bank; 

b. Buku pembantu pajak; dan 
c. Buku pembantu panjar. 

(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. 

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran 

pajak. 
(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

merupakan catatan pemberian dan pertanggung jawaban uang pan jar. 

Pasal 64 
Penerimaan Desa ctisetor ke rekening kas Desa dengan cara: 
a. disetor langsung ke bank oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah/Kota; 

b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh 

pihak ketiga; dan 
c. disetor oleh kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak 

ketiga. 

Pasal 65.( 
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Pasal 65 
(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang 

telah disetujui oleh Hukum Tua. 
(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara 

swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan kasi pelaksana 
kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui 
oleh Hukum Tua. 

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui 
penyedia barang/ jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada 
penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran dan telah disetujui oleh Hukum Tua. 

(4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara 
langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Hukum Tua. 

(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi 
penerimaan. 

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani 
oleh Kaur Keuangan. 

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani 
oleh penerima dana. 

Pasal 66 
( 1) Dalam pelaksanaan pengeluaran atas be ban APB Desa, selain dibuktikan 

sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (5), juga disertai dengan bukti lain 
yang sah antara lain sebagai bcrikut : 
a. Belanja pegawai 

b. Bclanja honorarium 
c. Belanja barang seperti alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, 

cetak/ penggandaan, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan 
atributnya dibuktikan dengan faktur pembelian/kuitansi dan atau nota 
toko. 

d. Belanja perjalanan dinas dibuktikan dengan : 
- Surat Perintah Tugas 
- Surat Perintah Perjalanan Dinas 

- Laporan perjalanan dinas 
e. Belanja perjalanan dinas kc luar daerah ditambah dengan : 

- Daftar pengcluaran riil biaya perjalanan dinas; 
- Tiket dan boarding pass (pp); 
- Kuitansi hotel; 
- Kuitansi, foto copy STNK dan SIM untuk pembayaran transportasi 

daerah asal -airport (PP). 
- Perjanjian kerjasama dcsa dan event organizer (bagi kegiatan 

difasilitasi oleh event organizer). 
f. Belanja kontribusi bimtek/diklat dan scjcnisnya ditambah dengan : 

- Kuitansi pembayaran desa ke panitia penyelenggara; 

- Piagam/scrtifikat; 

yang 

Pasal 67(.. 
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Pasal 67 
(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris 
Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada Hukum Tua untuk disetujui. 

Pasal 68 
(1) Hukum Tua menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama 

kepada Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Minahasamelalui camat. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan 
b. Laporan realisasi kegiatan. 

(3) Hukum Tua menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 
cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 

paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. 

Pasal 69 
Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri 
melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua 

Bulan Agustus tahun berjalan. 

Pasal 70 
(1) Hukum Tua menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa 

kepada Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Minahasa melalui camat setiap akhir tahun anggaran. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: 
a. Laporan keuangan, terdiri atas: 

1. Laporan realisasi APB Desa; dan 
2. Catatan atas laporan keuangan. 

b. Laporan realisasi kegiatan; dan c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk 
ke desa. 

Pasal 71 ( 1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 
merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir 
tahun anggaran. (2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa 
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling 
lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. 

Pasal 72.(. 



- 27 - 

Pasal 72 
(I) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan 

kepada masyarakat melalui media informasi, termasuk pemasangan baliho. 
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Laporan realisasi APB Desa; b. Laporan realisasi kegiatan; 

c. Kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana; 
d. Sisa anggaran; dan e. Alamat pengaduan 

Pasal 73 Format Kode rekening, Materi Muatan Penyusunan Peratu.ran Bupati tentang 
penyusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Hukum Tua 
tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Peraturan 
Hukum Tua tentang penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, Rak Desa, 
Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan 
Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, 
OPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Hukum Tua 
tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertarna, dan Laporan 
Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 74 
(I) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan 

keuangan Desa melalui tim koordinasi pengendalian pengelolaan keuangan 

desa tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(2) Sekretariat tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berkedudukan 

di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa. 
(3) Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, berupa : 

a. Memberikan pedoman, pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa; 
b. Melaksanakan dan/atau memfasilitasi kegiatan sosialisasi, bimbingan 

teknis dan pelatihan pengelolaan keuangan desa; c. Melaksanakan evaluasi pada tahapan perencanaan keuangan desa; 
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan 

desa serta pendayagunaan aset desa. 
(4) Pembinaan dan pengawasan oleh lnspektorat Kabupaten Minahasa berupa pemberian bimbingan dan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 
(5) Pembinaan dan pengawasan oleh Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa berupa pemberian bimbingan dan verifikasi administrar.· pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. 

(6) Pembinaan . .  
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(6) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat berupa : 
a. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban; 

b. Melaksanakan evaluasi pada tahapan perencanaan keuangan desa bersama 
Tim Evaluasi Peraturan Desa Tingkat Kabupaten; 

c. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, 
pengurus kelembagaan desa dan kelompok masyarakat desa lainnya. 

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan 
desa serta pendayagunaan aset desa. 

(7) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dibahas dalam rapat koordinasi di tingkat 
kabupaten. 

Pasal 75 
Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan pengelolaan 
keuangan desa, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang. 

Pasal 76 

(1) Desa yang dianggap berprestasi dalam pengelolaan keuangan desa dapat 
diberi penghargaan. 

(2) Desa yang pengelolaan keuangan desanya tidak sesuai dengan ketentuan akan 
dikenai sanksi. 

(3) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan sanksi dirumuskan 
oleh Pemerintah Daerah antara lain berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaaan 
(LHP). 

(4) Pemberian penghargaan dan sanksi ditetapkan oleh Bupati. 

BAB VI 

KETENTUAN LAJN-LAIN 

Pasal 77 
Pengaturan pengelolaan keuangan Desa berlaku mutatis mutandis terhadap 
pengelolaan keuangan Desa Adat. 

Pasal 78 
(1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya 

yang ditetapkan dalam APB Desa induk berdasarkan RKP Desa induk dengan 
besaran sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) d.ilaksanakan oleh Penjabat Hukum Tua Persiapan. 

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 79 
Kerugian Desa yang terjadi karena 
pelanggaran pidana diselesaikan 
undangan. 

adanya pelanggaran 
sesuai ketentuan 

administratif dan/ atau 
peraturan perundan,- 

BAB VIII-. 
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BAB VII KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 80 

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai 

berlaku untuk APB Desa Tahun Anggaran 2019. 
BAB VIII PENUTUP 
Pasal 81 

Hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut 

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 82 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Per�ran 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa1 

Ditetapkan di Tondano 

Pada tangg :1 ..,b.x\,U<'Lri 2019 
�UPATI AHASA,} 

./ 

ROYKE O TAVIAN RORJNG 

Diundangkan di Tondano 

Pada tanggal J )C\.l'WlM-i � 
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, 

JEFFRY ROBBY KORENGKENG 
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2019 NOMOR ! 



lAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA 

NOMOR 

TENTANG : PENGELOlAAN KEUANGAN DESA 

Format Kock Rekening 

l. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan 

Kode Rekening BIOANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN 

l BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan 
untuk mendukung tersclenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup: 

l l Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tctap, Tunjangan dan Opcrasional 
Pcmcrintahan Dcsa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1;7) 

l 1 01 Penvediean Pen asilan Tctan dan Tunianean Kc-ala Dcsa 
l l 02 Pcnvcd.iaan Pen- .. asilan Tctan dan 'runienean Peranekat Desa 
l l 03 Penvcdiaan Jaminan Sosial baei Kcnala Oesa dan Pcran t Dcsa 
1 l 04 Penycdiaan Opcrasional Pemcrintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, pcrlengkapan 

perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) 

l 1 05 Penvediaen Tun"an"an BPD 
l l 06 Penyediaan Operasional BPO (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantomn, 

Pakaian Seragam. perjalanan dinas, listrik/telpon, d.11) 

1 1 07 Penvediean Inscntif/Qnerasiona.l RTIRW 
l l 90-99 La.in-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Pcnghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional 

Pemerintahan Desa 

l 2 Sub Bidane Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 
l 2 01 Penvediaan sarana reset tetanl rkantoran '--merintahan 
l 2 02 Pemeliharaan Gedun Prasarana Kantor Oesa 
l 2 03 Pemban-·nan/Rehabilitasi/Penin"1,"tan Gedun Prasarana Kantor Oesa** 
l 2 90-99 lain-lain keeiatan sub bidane: sarana dan �rasarana oemertntahen Dese" 

l 3 Sub Bidan<> Administrasi Kenendudukan Penca.tatan Si-il Statistik. dan xeeeeteen 
1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan kcpendudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta 

Kelahira.n Kartu Keluar<>a dill 
l 3 02 Penyusunan/Pendataa.n/Pemutakhiran Profil Desa {profil kependudukan dan potensi dcsa) .. 

l 3 03 Penuelolaan administrasi dan kearsinan oemertntahen desa 
l 3 04 Penvuluhan dan Penvadaran Ma .... arakat tentan<> xeoendudukaa dan Pencatatan Sinil 
l 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisi ti! 

1 3 90-99 Jain-lain kegiata.n sub bidang administrasi kependudukan, pcncatatan sipil, statistik dan 
keareipan" 

l Sub Bidana Tata Praia Pemerintahan Perencanaan Keuan dan Pela 4 ,an 

l 4 01 Penyelcnggaraan Musyawarah Perencanaan Oesa/Pembahasan APBDcs (Muscles, 
Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) 

l 4 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non· 
reguler sesuai kebutuhan desa) 

l 4 03 Penvueunan Ookumen Perencanaan Desa IRPJMDes1RKPDes dlll 
l 4 04 Penyusunan Dokumen Kcuangan Desa (APBDes/ APBDcs Perubahan/ LPJ APBDes, dan 

scluruh dokumen terkait) 
1 4 05 Pen lolaan/Admini11trasillnventarisa11i Penilaian Aset Desa 
I 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana 

Pem bangunan/ Keua.ngan) 

l 4 07 Penyusunan Laporan Kepala Oesa/Pcnyelenggaraan Pemerintahan Oesa (laporan akhir tahun 
anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi 
kepada masyarakat) 

l 4 08 Penaembenean Sistem Informasi Desa 
l 4 09 Koord.inasi/Kerjasama Pcnyelenggaraan Pemerintahan dan Pcmbangunan Desa (Antar 

Oesa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)"* 

1 4 10 Dukungan Pclaksanaan dan Sosialisa.si Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan 
BPO {yang menjad.i wewenang Oesa) 

l 4 11 Penyelenggaraan Lomba an tar kcwilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba 
De= 

l 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan* 

" 
..... ., 



3 BIOANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran 
scrta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mcndukung proeee 
pcmbangunan desa yang mencakup: 

3 1 Sub Bidano- Ketentcrrunan Ketertiban Umum dan Pelindungan Ma-arakat 
3 1 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pcmbangunan pos, pengawasan 

pclaksanaan jadwal ronda/patroli d.11),.. 

3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Dcsa 
(Satlinm.as desa) 

3 1 03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masya:rakat (dengan 
masyarakat/instansi pemerintah daerah, d.UJ Skala Lokal Desa 

3 1 04 Pelatihan xestaosteesan "renaeec Bcncana Skala Lokal Desa 
3 1 05 Penvediaan Pos Kesiapaiagaan Bencana Skala Lokal Dcsa 
3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Anaratur Desa dan Masyarakat Miskin 

3 l 07 Pelatihan/Penyuluhan/Soslalisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum clan Pelindungan 
Masyarakat 

' 3 1 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketcrtiban Umum, dan Pclindungan Ma.syarakat• 

3 2 Sub Bidane Kebudavaan dan Keae:amaan 
3 2 01 Pembinaan Groun Kcsenian dan Kebudavaan Tin t Desa 
3 2 02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian clan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat 

Kccamatan dan Kabupaten/Kota 

3 2 03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari 
kemcrdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 

3 2 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagame.an Milik Deea .. 

3 2 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana clan Prasarana Kebudayaan/Rumah 
Adat/Keagamaan Milik Desa O 

3 2 90-99 lain-lain kesiatan sub bidanz Kebudavaan dan Keae:amaan* 

3 3 Sub Bidana Kecemudaan dan Olah Ra11a 
3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan 

dan Kabupaten/Kota 

3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepcmudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangse.an, 
dll) tingkat Desa 

3 3 03 Penvelen araan Festival/Lomba Ke mudaan dan Olahra tin tDe,a 

3 3 04 Pemeliharaa.n Sarana dan Prasarana Keoemudaan clan Olah Raaa Milik Desa** 
3 3 05 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga 

Mililc Desa.0 

3 3 06 Pembina.an Karan a Taruna/Klub Ke mudaanlKlub Olah r 
• 

3 3 90-99 lain-lain keziatan sub bidarie Keoemudaan dan Olah Rae:a• 

3 4 Sub Bidana Kelemba an Masvarakat 
3 4 01 Pembinaan Lemba Adat 
3 4 02 Pembinaan LKMD'LPM/LPMD 
3 4 03 Pembinaan PKK 
3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembae:a Kemasvarakatan 
3 4 90-99 lain-lain keeiatan sub bidane: Kelembaeaan Ma arakat* 

4 BIDANG PEMBERDAYMN MASYARAKAT DESA 
Bidang Pemberdaya.an Masyarakat mencekup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk 
meningkatkan pcmahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kcstjahteraan 
masyarakat, yang mencekup: 

4 1 Sub Bidana Kelautan dan Perikanan 
4 1 01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 
4 1 02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sun : 1 Keeil Milik Desa 
4 l 03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa- 

4 l 04 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa** 

4 1 05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dstl 
4 1 06 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nclayan - 

4 l 90-99 lain-lain keeiatan sub bidana kelautan dan eerikanan" 

4 2 Sub Bidan� Pertanian dan Peternakan 
4 2 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, pcnggilinge.i 

Padi/jagung, dll) 



4 2 02 Peningkatan Produksi Petemakan (Alat Produksi dan pcngolahan petemakan, kandang, d.11) 
4 2 03 Peneuatan Kctahanan Panaan Tin t Desa fLumbung Desa dill 

4 2 04 Pemeliharan Saluran lrieasi Tcrsier!Sederhana 
4 2 05 Pelatihan/Bimtek/Pcne:enalan Tekonoloci Teoat Guna untuk Pcrtanian/Pctemakan •• 
4 2 90-99 lain-lain keeieten sub bidane: Pcrtanian dan Petemakan* 

4 3 Sub Bidana Penin tan Kanasrtas Aparatur Desa 

4 3 01 Penin tan kanasitas kenala Desa 
4 3 02 Penin tan kaoasitas oeran t Desa 
4 3 03 Peninakatan kaoasitas BPD 

4 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidane: eeninakatan kanasitas Aoaratur Desa 

4 4 Sub Bidane: Pemberdayaan Peremouan, Perlindungan Anak dan Kelu 
4 4 01 Pelatihan Penvuluhan Pemberdavaan Peremouan 

4 4 02 Pclatihan Pen luhan Perlindune:an Anak 

4 4 03 Pelatihan dan Pen atan Pen dane Difabel nvendane disabilitas) 
4 4 90-99 lain-lain ke2"iatan sub bidamz Pemberda an Peremouan dan Perlindun Anak" 

4 5 Sub Bidana xooerast Usaha Mikro Kecil dan Menene:ah IUMKMJ 

4 5 01 Pelatihan Manaiemen Penaelofaan Ko rasil KUO/ UMKM 

4 5 02 Peneembanean Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menen serta Ko ... erasi 
4 5 03 Pengadaan Telmologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pcdesaan Non-Pertanian 
4 5 90-99 lain-lain keeiatan sub bidana Kooerasi Usaha Kecil dan Meneneahe 

4 6 Sub Bidane Dukunuan Penanaman Modal 
4 6 01 Pembentukan BUM Desa !Persia dan Pembentukan Awal BUM Desai 
4 6 02 Pelatihan Peneelclaan BUM Desa f Pelatihan vane dilaksanakan oleb Desai 
4 6 90-99 la.in-lain keeiatan sub bidarie Pcnanaman Modal* 

4 7 Sub Bidane Perdaeanean dan Pcrindustrian 
4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Dcsa 
4 7 02 Pemban nan/ Rchabilitasi/ Penin tan Pasar Desa/Kios milik Desa - 
4 7 03 Pen baneen lndustri kecil level Desa 
4 7 04 Pembcntukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif 

(pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) ** 

4 7 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian* 

5 BIDANG PENANGGUlANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA 
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk 
kcgiatan penanggulangan bcncana, keadaan darurat dan mendesak: 

5 l Sub Bidane Peneneeulaneen Bencana 
5 l 00 Pcnan Ianean Bencana 
5 2 Sub Bidana Keadaan Darurat 
5 2 00 Kcadaan Darurat 
5 3 Sub Bidana Keadaan Mcndcsak. 
5 3 00 Keadaan Mcndcsak 

• 

•• 

• (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten) .. (untuk penarnaan kcgiatan, pilih :salah satu eeeuer kefituhan dcsa, misal : Pembangunan, atau Rchabilitasi, at.au Peningkatan, atau Pcngerasan)[ 



2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 

Kode Rekenina 
UnUan 

a b c d 
4 PENDAPATAN 
4 l Pendanatan Asli Desa 
1 l l Hasil Usaha 
4 l l 01 Batri Hasil BUMDes 
4 l l 90-99 Lain-lain 

4 l 2 Hasil Aset 
4 l 2 01 Pen2e\olaan Tanah Kas Desa 
4 l 2 02 Tambatan Pcrahu 
4 l 2 03 Pasar Desa 
4 l 2 04 Temnat Pemandian Umum 
4 l 2 05 Jarine:an lriaasi Desa 
4 l 2 06 Pelelane:an Hean Milik Dcsa 
4 l 2 07 Kio� Milik DeAA 
4 l 2 08 Pemanfaatan Laoamr:an/Prasarana Olah raae, Millk Desa 
4 l 2 90-99 Lain-lain 

4 l 3 Swadava Partisinasi dan Gotone Rovona 

4 l 3 01 Swadava nartiSlnasi dan eotone rovong 

4 l 3 90-99 La.in-lain Swadava Partisioasi dan Ootcne Rovone- 

4 l 4 Lain-lain Pcndaoatan Asli Dcsa 

' 
l 

' 
01 Ho.sil Punzutan Deso 

4 l 4 90-99 La.in-lain 

4 2 Transfer 

4 2 l Dana Desa 

4 2 l 01 Dana Desa 

4 2 2 Balrian dari Hasil Paiak dan Retribusi Daerah Kabuoaten/kota 

4 2 2 01 Balrian dari Hasil Paiak dan Retribusi Daerah Kabunaten/kota 

4 2 3 Alokasi Dana Desa 

4 2 3 01 Alokasi Dana Desa 

4 2 4 Bantuan Keuane:an Provinsi 

4 2 4 01 Bantuan Keuanean drui APBD Provinsi 

4 2 4 90-99 Lain-Iain Dantuan Keuan dari APOD Provinsi 

4 2 5 Bantuan Keuanzen APBD Kabunaten/Kota 

4 2 5 01 Bantuan Keuanaan APBD Kabunaten/Kota 

4 2 5 90-99 Lain-lain Bantuan Keuanaan dari APBD Kabuoaten/Kota 

4 3 Pendanatan Lain-lain 
4 3 l Penerimaan drui Hasil Keriasama antar Desa 

4 3 l 01 Penerima:rn dari Hasil xertosame antar Desa 

4 3 2 Penerimaan dari Hasil Keriasama Oesa den Pihak Ketiza 

4 3 2 01 Penerimaan dari Hasil Keriasama Desa denaan Pihak Keti 
4 3 3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan vana berlokasi di Desa 
4 3 3 01 Penerimaan dari Bantuan Peru38.haan vane. ber\okaM di DCM. 
4 3 4 Hibah dan sumbanean dari Pihak xeuee 

4 3 4 01 Hibah dan eumbeneen dari Pihak Ketiea 
4 3 5 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan 

penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan 

4 3 5 01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang 
mengakibatkan cenertmeen di kas Desa pada tahun anggaran berialan 

4 3 6 I3un11:a Bank 
4 3 6 01 Bunea Bank 
4 3 9 La.in-lain oendanatan Desa vane: sah 
4 3 9 90-99 Lain-lain nda tan Dcsa van a sah 

5 BELA NJ A 
5 l Belania Peeawai 
5 l l Pene:hasilan Tctao dun Tunianean Keoala Desa 

5 l l 01 Penahasljan Tetao Keoala Desa 

5 l l 02 'ruoteneen Keoala Desa 

5 l l 90-99 Penerimaan Lain Kenala Desa vane: Sah 

5 l 2 Pen asilan Tetan dan 'runteneen Pcran t Desa 

5 l 2 01 Pen asilan Tetao Peran t Dcsa 

5 l 2 02 Tunianaan Peranakat Desa 
5 l 2 90-99 Pt:nerimaan Lain Peranaks l Desa varie SWl 

5 l 3 Jaminan Sosial Kenala Desa dan Peranzkat Desa 

5 l 3 01 Jaminan Kesehatan Kenala Desa 

5 l 3 02 Jaminan Kesehatan Pera.n at Desa 
5 I 3 03 Jarninan Ketene.1>akeriaan xeeeie Cesa 

5 l 3 04 Jaminan Ketenae:akeriaan Peranekat Desa 

5 l 4 'runlaneen BPD 
I 

5 l 4 01 Tun· Kedudukan BPO 

5 l 4 02 Turiiangan Kincria BPD 

. .  



5 2 Belama Barane dan Jasa 

5 2 I Belania Barans Perlenakaoan 

5 2 I 01 Belania Perlen • Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 

5 2 1 02 Bclania Pcrlen an 1\lat-alat Listrik 

5 2 1 03 Belanja Perlengkapan Alat·alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan 

5 2 1 04 Belania Bahan Bakar Minvak/Gas/lsi Ulanz Tabune: Pemadam Kcbakaran 

5 2 1 05 Belania Perlengkapan Cetak/Penooandaan - Bclania Barang Cctak dan 

5 2 I 06 Belania Pertenekeoan Barang Konsumsi (Makanlm.inuml - Belania Barana 

5 2 I 07 Bclania Bahan/Matcrial 

5 2 I 08 Belania BcnderalUmbul-umbu\/Snanduk 

5 2 I 09 Belania Pakaian Dinas/Serauam/ Atribut 

5 2 I 10 Belania Obat-obatan 

5 2 1 11  Belarna Pak.an Hewan/Jkan, Obat-obatan Hewan 

s 2 l 12 Belanja Punuk/Obat-obatan Pcrtanian 

5 2 1 90-9( Belania Barane Perlen aoan Lamnva 

5 2 2 Belania Jasa Honorarium 

5 2 2 01 Belania Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Ke-'atan 

5 2 2 02 Bclania Jasa Honorarium Pembantu Togas Umum Desa/0 rator 

5 2 2 03 Belania Jasa Honorarium/lnsentif Pelavanan Desa 

5 2 2 04 Belania Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 

5 2 2 05 Bclnnin .icsc Honorruium Pctue:as 

5 2 2 90-91 Belania Jasa Honorarium La.innva 

5 2 3 Belarria Perialanan Dinas 

5 2 3 01 Belania Perialanan Dinas Da1am Kabuoaten/Kota 

5 2 3 02 Belania Per-ialarran Dinas Luar Kabunaten/Kota 

5 2 3 03 Belenie xursus zPeledben 

5 2 4 Belania Jasa Sewa 

5 2 4 01 Bclania Jasa Scwa Banaunarr/Gedune Ruan<> 

5 2 4 02 Belania Jasa Sewa Peralatan/Perlene-kaoan 

5 2 4 03 Belania Jasa Sewa Sarana Mobilitas 

5 2 4 90-9 Belama Jase Sewa Lainnva 

5 2 5 Belania o ...... rasional Perkantoran 

5 2 5 01 Belania Jasa Lan anan Lisuik 

5 2 5 02 Belania Jasa Lan anan Air Bersih 

5 2 5 03 Belania Jasa Lan anan Maia.lab/Surat Kabar 

5 2 5 04 Belania Jasa taneeenen 'rereccn 

5 2 5 05 Belania Jasa Laneeanan Internet 

5 2 5 06 Belania Jasa Kurir/Pos/Giro 

5 2 5 07 Belania Jasa Pe enianean liin/Paiak 

5 2 5 90-99 Belania O rasional Perkantoran Lainnva 

5 2 6 Belania Pemeliharaan 

5 2 6 01 Belania Pemeliharaan Mesin dan Pera.Iatan Berat 

5 2 6 02 Belania Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 

5 2 6 03 Belania Pemeliharaan Peralatan 

5 2 6 04 Bclania Pemcliharaan Ban nan 

5 2 6 05 Belania Pemeliharaan Jalan 

5 2 6 06 Belania Pemeliharaan Jembatan 
5 2 6 07 Belanja Pemeliharaan lrigasi/Saluran Sungai/Embung/ Air Bersih, jaringan Air 

Limbah, Persampahan, dll) 

5 2 6 08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan lnstalasi (Listrik, Telepon, Internet, 
Komunikasi, dll) 

5 2 6 90-99 Bela.nia Pemehharaan La.innva 
5 2 7 Belania Barane: dan Jasa vane: Diserahkan keoada Ma=arakat 

5 2 7 01 Belania Bahan Perlen anan vane Diserahkan ke ma arakat 

5 2 7 02 Bclanja Bantu an Mesin/Kcndaraaan bennotor /Peralatan yang diserahkan ke 

masyarakat 

5 2 7 03 Belania Bantuan Baneunan vane: diserahkan kc ma=arakat 

5 2 7 04 Belania Beasiswa Be restasi I Masvarakat Miskin 
5 2 7 05 Belania Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 
5 2 7 90-99 Belania Baranz dan Jasa vana Diserahkan ke daMa arakat Lainn 

5 3 Belania Modal 
5 3 I Belania Modal Peneadaan Tanah 
5 3 I 01 Belania Modal Pembebasan/Pembelian Tanah 

5 3 1 02 Belania Modal Pembavaran Honorarium Tim Tanah 

5 3 1 03 Belania Modal Pen kuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah 

5 3 1 04 Belania Modal Pen rukan da.n Pematanean Tanah 

5 3 1 05 Belania Modal Perialanan Peneadaen Tanah 

5 3 1 90-9 Belania Modal Penzadaan Tanah La.innva 

5 3 2 Belania Modal Peralatan Mesm dan Alat Bera.t 

5 3 3 01 Belania Modal Honor Tim vana: Melaksanakan Ke�atan 

5 3 2 02 Belania Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 

5 3 2 03 Be\ania Modal Peralatan Komnuter 

·- 



5 3 2 04 Belanla Modal Peralatan Mebeulalr dan Aksesori Ruanoan 

=I 
� .  -  

'  
?  an  a  Modal Per at.an A at r u-ramcu 

5 3 2 Belan'a Modal Pcralatan Rambu-rambu/Patok Tanah 

5 3 2 08 Belania Modal Peralatan khusus Kesehatan 

5 3 2 09 Bc\ania Modal Pcra1atan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan 

5 3 2 10 Belania Modal Mesin 

5 3 2 1 1  Belania Modal Pen daan Alat-Alat Berat 

5 3 2 90-99 Belania Modal Peralatan Mesin dan Alat Berat Lainnva 
5 3 3 aeteote Modal Kcndaraan 
5 3 3 01 BeJan<a Modal Honor Tim vene Melaksanakan Keaietan 

5 3 3 02 Belania Modal Kendaraan Darat Bermotor 

5 3 3 03 Belania Modal An tan Darat Tidak Bermotor 
s s s 04 BelAnia Mo<IAI Kem\Ar:'llm Air Bermotor 

5 3 3 05 Belanta Modal An tan Air l'ldak Bermotor 

5 3 3 90-9' Belania Modal Kendaraan Lainnva 

5 3 4 Belania Modal Gedun<> Ban-·nan dan Taman 

5 
' 

4 01 Bclan;a. Modal Honor Tim vane Melaksanaka.n Ke tan 

5 3 4 02 Belanie Modal uoan Tena� Keria 

5 3 4 03 Belania Modal Bahan Baku 
5 3 4 04 Be\ania Modal Sewa Peralatan 
5 3 5 Belania Modal Jalan'Prasarana Jalan 

5 3 5 01 Belania Modal Honor Tim vanV Mclaksanakan Kcviatan 

5 3 5 02 Bclania Modal unah Tenaga Kcria 
5 3 5 03 Bclania Modal Bahan Baku 
5 3 5 04 Bclania Modal Scwa Pcralatan 
5 3 6 Belania Modal Jcmbatan 
5 3 6 01 Be Jania Modal ! Ion or Tim van-;; Melaksanakan Kegiatan 
e; 

' " 
5 3 6 03 Belarua Modal Bahan Baku 
5 3 6 04 Bclania Modal Scwa Peralatan 
5 3 7 Belanja Modal lriga&i/Embung/Air Sungai/Ora.inaae/Air Umbah/PerBatnpaban 

5 3 7 01 Belania Modal Honor Tim vanP Melaksanakan xeetetan 

5 3 7 02 Belania Modal uMah Tenal!'a Keria 

5 3 7 03 Belarria Mv<lal Behan 81:1.ku 
5 3 7 04 Bclania Modal Scwa Pcralatan 
5 3 8 Bclania Modal .jarinzan y lnatalasi 

5 3 8 01 aetante Modal Honor Tim vang Melaksanakan Keeiatan 

5 3 8 02 Belania Modal 1.Jnah 'renaza Kcria 
5 3 8 03 Belania Modal Bahan Baku 
5 3 8 04 Belania Modal Sewa Peralatan 
5 3 9 Belarria Modal Iainnva 
5 3 9 01 Belania Modal khusus Pendidikan dan Pe u,lakaan 

5 3 9 02 Belan'a Modal khusus Otahraee 
5 3 9 03 Belania Modal khusus Kesenian fKebudavaan/ke""amaan 
5 3 9 04 Belania Modal Tumbuhan'Tanaman 
5 3 9 05 Belania Modal Hewan 
5 3 9 90·99 Belenia Modal Lainnva 

5 4 Bc!ania Tak Terduva 
5 4 I Belania Tak 'rerduae 
5 4 I 01 Belenia Tak 'rerduee 
6 PEMBIAYAAN 
6 1 Pencrimaan Pcmbia··aan 
6 l l SILPA Tahun Sebetumva 
6 1 I 01 STLPA Tahun Sebelumnva 
6 1 2 Pencairan Dana Cadanzan 

6 l 2 01 Pencairan Dana cedeneen 

6 l 3 Hasil Peniualan xekeveen Dcsa vane Oinisahkan 

6 1 3 01 Hastl Peruualan Kekavaan Desa "Rn" Drcisahkan 

6 l 9 Penerimaan Pembiavaan Lainnva 

6 l 9 90·99 Pcncrimaan Pembiavaan Lainnva 

6 2 Peneetuaran Pembiavaan 

6 2 l Pembentukan Dana ceoeneen 

6 2 l 01 Pembentukan Dana Cedenean 

6 2 2 Penvertaan Modal Desa 

6 2 2 01 cenvertaen Modal Oesa 

6 2 9 Pen<>eluaran Pembiavaan Ialnnva 

6 2 9 90·99 Peneeluaren Pcmbia an lainn••a 

. ·- 



Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

KEPALA DESA . . . . .  (Nama Desa) KABUPATEN/KOTA. (Nama Kabtipaten/Kota) 
PERATURAN DESA . . .  (Nama Desa) NOMOR .. .  TAHUN . . .  

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN . . . .  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA (Nama Desa), 

Menimbang a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud 
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka 
dan bcrtanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat Desa; 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... 
yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, 
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan linglrungan, 
dan kemanclirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam 
melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju 
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran . . . .  ;  

. . . . . .  

. . . . . .  dan seterusnya: 

1 . . . . . . •  
2  .  

3. 

Mengingat 

Dengan Kesepa.katan Bersarna BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nra Desa) 
dan KEPALA DESA . . .  (Nama Desa) 

··----. 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN . 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
. . . . . .  dengan perincian sebagai berikut: 
1.  Pendapatan Desa Rp . 
2. Belanja Desa Rp . 

Surplus/Defisit Rp . 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan Rp . 
b. Pengeluaran Pembiayaan RP, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11 ,  

Selisih Pembiayaan { a - b ) Rp . 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa sebagaimana 'dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian talc terpisahkan 
dari Peraturan Oesa ini: 

Pasal 3 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: 
a. APB Desa; 
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia; 
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan 
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun 

anggaran sebelumnya, jika ada. 

Pasal 4 
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 
Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa. 

Pasal 5 
{1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk 

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 
mendesak. 

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
{ l) menggunakan anggaran jenis belanja tidak 
terduga. 

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan 
Desa tentang perubahan APBDesa. 

(4) Kcgiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi kriteria: 
a. bukan merupakan kegi.atan normal dari aktivitas 

pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi 
sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. beradf diluar kendali dan pengaruh pemerintah 

Desa;/ 



d. memilik.i dampak yang signifikan terhadap anggaran 
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh 
kcjadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan 
sosial; dan 

e. berskala lokal Desa. 

Pasal 6 Dalam hal terjadi: 
a. penambahan da.n/atau pengurangan dalam 

pendapatan Desa pada tahun berjalan; 
b. keadaan yang menyebabkan haru.s dilakukan 

pergeseran antar objek belanja; dan 
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam 

tahun berjalan. 
kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa 
dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa 
tcntang Pcnjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD. 
Peraturan Desa 1n1 

diundangkan. 

Pasal 7 
mulai berlaku pada tanggal 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran 
Desa (Nama Desa). 

Ditetapkan di . pad a tanggal . 
KEPALA DESA .. (Nama Desa) 
tanda tangan 

NAMA 
Diundangkan di . . .  pada tanggal ... 
SEKRETARIS DESA . . .  (Nama Desa), 
tanda tangan 

NAMA 
LEMBARAN DESA . . .  (Nama Desa) TAHUN . . .  NOMOR .( 



Format APB Desa 

Contoh: 

LAMP IRAN 

PERATURAN CESA . 

NOMOR TAHUN . 

TENT ANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DESA 

ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA DESA 

PEMERINTAH DESA . 

TAHUN ANGGARAN . 

KODE REKENING URAIAN 
ANGGARAN 

SUMBERDANA 
Rp. 

1 2 3 4 5 

a b c a b 

4 PENDAPATAN 

4 1 PADesa 

4 2 Transfer 

4 3 Pendapatan lain-lain 

JUMLAH PENDAPATAN 

5 BELANJA 

1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

1 1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, 
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 

1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
Kepala Desa 

1 1 01 5 1 Belanja Pegawai 

1 3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, 
Statistik dan Kearsipan 

1 3 01 Pelayanan ad.ministrasi umum dan kependudukan 
(Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, 
dll) 

1 3 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 

2 Pelak.sanaan Pembangunan Desa 

2 1 Pendidikan 

2 1 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana 
Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan 

Desa/Sanggar Belajar 

2 1 05 5 3 Belanja Modal 

5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 
Mendesak 

5 1 Penanggulangan Bencana 

5 1 5 4 Belanja Tak Terduga 

5 l Keadaan Darurat 

5 1 5 4 Belanja Tak Terduga 

dst 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS /(DEFISlT) 

6 PEMBIAYAAN 

6 l Penerimaan Pembiayaan 

6 2 Pengelua.ran Pembiayaan 

SELISIH PEMBIAYAAN 



Keterangan Kolom 1 
Kolom 2 

Kolom 3 
Kolom 4 Kolom 5 

Cara Pengisian diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan: a. bidang; b. sub bidang; dan 
c. kegiatan diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: Bagian pendapatan diisi: 

a. pendapatan; dan b. kelompok pendapatan. Bagian Belanja diisi: a. Belanja; dan b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan) Bagi.an Pembiayaan diisi: a. Pembiayaan; b. Kelompok pembiayaan. diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat lampiran A Pennendagri ini) diisi dengan jum.lah anggarf yang d.itetapkan diisi sumbcr Dana diisi den an Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom l .c) terkait 



Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa 

KEPALA DESA (Nama Desa) 
KABUPATEN/KOTA (Nama Kabupaten /Kota] 

PERATURAN HUKUM TUA ... (Nama Desa) 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

HUKUM TUA ... (Nama Desa), 

Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor . Tahun ... . .. ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .. . . .  ,  maka perlu menyusun Peraturan Hukum Tua tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... (Nama Desa) Tahun 
Anggaran ; 

Mengingat 1. ; 
2 ; 
3 dan seterusnya; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN HUKUM TUA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ... .  TAHUN ANGGARAN .... .  

Pasal 1 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran . terdiri dari: 1. Pendapatan Desa a. Pendapatan Asli Desa 
b. Transfer c. Lain-Iain Pendapatan yang sah 
Jumlah Pendapatan 

2. Bdanja De�a a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
b. Bidang Pembangunan 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, clan Mendesak Desa R�················ Jumlah Belanja Rp . 

Surplus/(Defisit) Rp . 

Rp . 
Rp , 
Rp . . . . . . . . . . . . . . . • . .  

Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 



3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 

Selisih Pembiayaan ( a - b J 

Rp . 

Rp , . 
Rp . 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini 

Pasal 3 
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan BelanjaDesa yang 
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran {DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala 
Seksi pelaksana kegiatan anggaran. 

Pasal 4 
Peraturan Hukum Tua ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengu.ndangan 
Peraturan Hukum Tua ini dengan penempatannya dalam Berita Desa . (Nama Desa) 

Ditetapkan di . 

pad a tanggal . 

HUKUM TUA (Nama Desa) 
tanda tangan 

NAMA 
Diundangkan di ... 
pada tanggal .. .  

SEKRETARIS DESA ...  (Nama Desa). 
tanda tangan 

NAMA 
BERITA DESA ...  (Nama Desa) TAHUN . . .  NOMOR {. 



Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa 

LAMPI RAN 

PERATURAN KEPALA DESA ..•.•.... 

NOMOR TAHUN . 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DESA 

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA OESA 
PEMERINTAH DESA . 
TAHUN ANGGARAN . 

c t h on o 

KELUARAN/OUTPUT 
ANGGARA SUMBER 

KODE REKENING URAIAN 
VOLUME SATUAN N Rp. DANA 

1 2 3 4 5 6 7 

a b c a b c d 

4 PENDAPATAN 
4 1 PADesa 
4 1 I Hasil usaha 
4 1 I ... 

<Obvek Pendanatan> 

4 2 Transfer 
4 2 I Dana Desa 
4 3 Pendanatan lain-lain 
4 3 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar 

Desa 

4 3 1 .... 
<Obyek Pendapatan> 

dst ... 

JUMLAH PENDAPATAN 

5 BELANJA 

1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

1 I Penyelenggaraan Belanja Penghasilan 
Tetap, 1'unjangan dan Operasional 
Pemerintahan Desa 

1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan Kepala Desa 

1 1 01 5 1 Belania Pevawai 
1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala 

Desa 

I 1 01 5 1 1 ... <Rincian Obvek Belania:> 
1 3 Administrasi Kependudukan, 

Pencatatan Sipil, Statistik dan 
Kearsipan 

1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan 
kependudukan (Surat 
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu 

Keluarga, dll) 

1 3 01 2 2 Belania Baran" dan Jasa 

1 3 01 2 2 2 Belania Jasa Honorarium 

<Rincian Obyek Belanja> 

2 Pelaksanaan Pembangunan Oesa 

2 1 Pendidikan 

2 1 OS Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkata 
n Sarana Prasarana 

Perpustakaan/Taman Bacaan 

Desa/ Sanggar Belajar 



2 1 05 5 3 Belania Modal 

2 1 05 5 3 4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

1 1 05 5 3 4 ... <Rincian Obvek Belania> 

5 Penanggu.langan Bencana, Keadaan 
Darurat dan Mendesak 

5 1 Penanezulanaan Bencana 

5 1 00 Penanem Ianean Bencana 

5 1 00 5 4 Belania Tak Terduea 

5 1 00 5 4 00 Belania Tak Terdue:a 

5 1 00 5 4 00 00 Belania Tak Terduea 

JUMLAH BEL.ANJA 

SURPLUS l(DEFISITI 

6 PEMBlAYAAN 

6 1 Pencrimaan Pembiavaa .... 
6 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnva 

6 1 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnva 

6 2 Pengeluaran Pembiayaan 

6 2 1 Pembentukan Dana Cadanzan 
6 2 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 

dst 

SELISIH PEMBIA Y AAN 

.................................. 

HukumTua, 

( . 

Keterangan Cara Pengisian: 
Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan: 

a. bidang; 
b. sub bidang; dan 
c. kegiatan 
Kade rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi tcrdiri dari Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan: 

Bagian pendapatan diisi: 
a. Pendapatan: 

b. kelompok pendapatan: 
c. jenis pendapatan; dan 

d. obyek pendapatan 
Bagian Belanja diisi: 

Kolom ; 

Kolom:: 
Kolom l. 

Kolom � 

Kolom f 

Kolom 'i 

a. belanja; 
b. jenis belanja (disesuailcan dengan jenis kegiatan); 
c. obyek belanja: dan 
d. rincian obyek belanja. 
Bagian Pembiayaan diisi: 
a. pembiayaan; 
b. kelompok pembiayaan; dan 
c. jenis pembiayaan 

Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini) 
Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah) 
input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d) Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit) input pada rincian obyek bela.nja Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan { Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkai 



Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa 

HUKUM TUA . . . . .  (NamaDesa) 
KABUPATEN/KOTA (Nama Kabupaten/Kota) 

PERATURAN DESA ... (NamaDesa) 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN .... 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

HUKUM TUA (NamaDesa), 

Menimbang a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan 
rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan 
pembiayaan, perlu d.ilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Tahun Anggaran .. . . .  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran .... ; 

. . . . .  ,  

. . . . .  dan seterusnya; 

1 , 
2 . 
3 . 

Mengingat 

DenganKesepakatanBersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (NamaDesa) 

dan 
HUKUM TUA . . .  (NamaDesa) 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN . 

Pasal 1 

Desa Tahun Anggaran ..... semula 
bertambah/berkurang sejum.lah 

Rp ,- ( ) dengan rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 
berjumlah Rp ,- ( ), 
Rp ,- ( ) sehingga menjadi 
sebagai berikut: 
1. PendapatanDesa 

a. semula 
b. bertambah/(berkurang) 
Jumlah pendapatan setelah perubahan 

Rp ( 
Rp . 
Rp . 



2. BelanjaDesa 
a. semula b. bertambah/(berkurang) 
Jumlah belanja setelah perubahan 
Surplus/(Defisit) setelah perubahan 

Rp . 
Rp . 

Rp . Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . Rp . 
Rp . 

3. Pembiayaan Desa 
3 . 1 .  Penerimaan Pembiayaan 

a. Semula b. Bertambah/ (berkurang) 
Jumlah penerimaan setelah perubahan 3.2. Pengeluaran Pembiayaan 
a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Selisih Pembiayaan setelah perubahan( a- b )  Rp . 
Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Pasal 3 

Hukum Tua menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Peru bah an APBDesa. 

Pasal 4 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa ... {nama Desa). 
Ditetapkan di . 

pad a tanggal . 

HUKUM TUA (NamaDesaJ 
tandatangan 

NAMA 
Oiundangkan di .. , 

padatanggal .. .  

SEKRETARJS DESA . . .  (NamaDesa), 
tandatangan 

NAMA 
LEMBARAN DESA ... (NamaDesa) TAHUN ... NOMOR .{. 
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Format Peraturan Desa tentang Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa. 

KE PALA DESA . . . . .  (Nama Desa) KABUPATEN/KOTA (Nama Kabupaten/Kota) 
PERATURAN HUKUM TUA . . .  (Nama Desa) NOMOR ... ·TAHUN ., .  

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN . 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

HUKUM TUA . . .  (Nama Desa), 
Menimbang : bahwa sebagai peiaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Tahun Anggaran . . . . .  ,  maka perlu menyusun 
Peraturan Hukum Tua tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa . . . . .  (Nama Desa) Tahun Anggaran 
· · · · · · •  

Mengingat 1.  ;  

2 ; 

3 dan seterusnya; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN HUKUM TUA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA . . . .  (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN . . . . .  

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .. . . .  semula 
berjurnlah Rp ,- ( ), bertambah/berkurang sejumlah Rp ,- ( ) sehingga menjadi Rp ,- ( ) dengan 
rincian sebagai berikut: 
1 .  Pendapatan Desa 

1. 1 .  Pendapatan Asli Desa 
a. Semula b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah PADesa setelah perubahan 

Rp , Rp . Rp . 



1.2. Transfer a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah pendapatan transfer setelah 
Perubahan 

1 .3.  Lain-lain Pendapatan yang sah 
a. Semula Rp . 
b. Bertambah/ (berkurang) Rp . 
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah 
setelah perubahan Rp . 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp . 

2. Belanja Desa 2.1 .  Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa a. Semula Rp . 
b. Bertambah/(berkurang) Rp . 

Jumlah setelah perubahan Rp . 
2.2. Bidang Pembangunan a. Semula 

b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah setelah perubahan 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Semula 

b. Bertambah/ (berkurang) 
Jumlah setelah perubahan 

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa 
a. Semula Rp . 
b. Bertambah/(berkurang) Rp . 

Jumlah setelah perubahan Rp . 
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp . 
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

3. Pembiayaan Desa 
3 . 1 .  Penerimaan Pembiayaan a. Semula 

b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah setelah perubahan 

3.2. Pengeluaran Pembiayaan 
a. Semula 

b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah setelah perubahan Selisih Pembiayaan setelah perubahan 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . . . . . . . . . . • . . . . . . .  

Rp . 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
I3elanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang(merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan 
Hukum Tua ini. 



Pasal 3 
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBDesa yang ditetapkan dalam 
Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pela.ksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran. 

Pasal 4 Peraturan Hukum Tua ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa) 

Ditetapkan di . pad a tanggal . 
HUKUM TUA (Nama Desa) 
tanda tangan 

NAMA 
Diundangkan di . . .  
pada tanggal .. .  

SEKRETARIS DESA . . .  [Nama Desa), 
tanda tangan 

NAMA 
BERITA DESA . . .  (Nama Desa) TAHUN .. .  NO MOR [.. 



"' ' 
W <  
m  z  

"'  ::E  <  
:,  0  
C/l  

-- :i:  0  
-c  z  

"' �  ::E  :,  
"'  � �  

w "'  
"'  @.  

z;  

ol  _  
-c  0.  

0  "'  0  -  
z  

<  

�  z  

0.  <  
-  f-,  

:,  
0  :,  f-,  

� 2  ;Ji  .,.  

Z z  � �  -  

w  

§  ::E  
s  

s:  �  
z  
-c  

�  
:,  

z;  

� -  -c  a.  
0  "'  0  -  
z;  

-c  

f-,  z;  
:,  <  
0.  :,  
s-  ...  
:,  -c  
0  rn  

j  z  

:,  

�  
w  

::E  ::E  
"'  

"'  
o  

rn  
...,  

0  

!::1  >  

z  
<  
-  �  
:,  

-e  

0  
z  u  

-  
"'  z  

w  ,Q  

"'  w  
"'  "'  

w  u  

0  
0  

-  
,Q  

s:  

"'  



' � '  "  '  

3 0: 
e- 

::. "" ;:) - 
.., 

• 

" Cl 
'-- 

0.  0  z 
- � 

-" 
- 0 

Q' 0.  

z " en 

� - 
-c � 
c " -c 
o - z 
< 

" z .., 

i2 - "' 

! 
c ,s 

- w 
•• 0. 

-e ::. 

� - 
5. z < 

[,l '-- 
Iii 
::. 

- 
.0 
" (.. 

- 

@ 
.., 

" " z .0 

E "' � " < 
en 

o 

] ,  o  
z  

<  E e:  
...  

..,  

a  :a  0.  .  @  e  

"3 t � :a  -c  a  
E  A  E  ...,  0.:  " 

A  

"  .@ c .... " .!!, -" -" � " . !!, @ Cl 
, -� ::i e E--< 

. ....,, i:' ·c � @ -o • 'ui ;:I ::G 
.., ·� @ 

� ,: �  -  .  ;::I  ·z: !; � § - 
" 

·� -;a "3 � 0 " . @ 0 

z • ca o: � • 0. 
"' 

c - -� a :a ca 
g 
"' s @ Q  .c  "  0.  "  "  "'  �  

:a  s  ..  "  "'  •• � 1l 
-" 0. • . E 3 >. �  

0  -"  

�  "'  "  5  E  a  �  �  u  :-=  

�  
:r:  

1!.  "  e  :',  ....  "  ::G  .& 8 -c:, .$  ffii  

�  :,  �] �  ....  0  0.  "  ai "' 
.0  .ui en 'O ;:I & @ .0 

ai - 0 . " - 0 ::ii • � .[ il: � � � § • a c ll � "' 
.., 

c c c: :::::l � 
-� -� .£ ·c ..!:! = 8. ·- c -� -� 19 .e- a & � "'  -� -� 

" " � � o m  al ,:  @  § �  .;::I B ,.,.,  >, -"  il s @  
I:' E 

e-,  e  
- "  

c  
C: C: § IO  E  s  �  c  c  

c2  
c  c  •  �  §  s  a  v  v  c2  

"  "  "  "  "  il:  ,:  -c  "  "  
0.  0.  0..  0..  -0  Cl  0.  -o  v  -c  0.  "'  0..  "'O  0..  �  

"'  "'  
v  

-e  

'  

o  u  

-  -  "'  
z  

"'  z  .0  
-  -  -  "'  "'  [:l  

w  
"  "'  "'  "'  "'  "'  

""  w  
u  -  -  -  -  -  -  -  Cl  0  0  0  0  0  0  0  

0  

"'  -  
.0  

-  -  -  -  -  "'  "'  "'  "'  

· -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  



:i .i: • ra c 

" "' I • ' 
So s � 

'O 
-� " • •  

cl  Ill  
..  

]  :i  ii  ii  
a  "  .o • ii :a  

"  s  ii  
0  0  

.0  �  <I:  �  ... 'O v 

� � m • • 
s 

v Ill ill -c 
.. ., 

v .  -  o  "  
,  ,  

v  e:.  �  !::.  ill  "  
�  

!  "  !  0.  <ii  <ii  
v  ii  s  

t  I  ffi  l] j t � 
'O 1 r s  �  

j  �  a  0  ] c, �  �  �  �  
�  ·! l8 ii -S, • (IJ -� .,!, f l8 J � -� • • 
] � 'i3 a § ·- 

I 
.0 " <, a -e j j .E .!! - � .E �  i  i s  i2  c  •  "  �  �  cl!  c!i  v  .i:  ::!  :!!  

0  
.  0  

..  ..  
0 0  
0  0  

ec  "'  "'  "  "  "  "  

"'  "'  "'  "'  "'  "'  "'  

"'  "'  "'  "'  
0 0  0 0  

�  
•  0  0 0  0  0 0  0 0  'O  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
°'  °'  °'  °'  °'  -  "'  "'  "'  "'  "'  "'  

•  
"  a  

c  ,  

;  
u  

"  M  "  
"  

,  
.:;;  •  

·;;; " 
� 

• 
• -c 

"' ' - " 
... 

" � u .. 

" a 

"' • - la .. 
, 

• "' .. ,; 

" " 0. 
a 

•• � 
,;! ii 
- :a " , 

� • 
"' 
" 

< 
c 

l •• 
• 
t u 

c " a • 
• � e 

" 3 u 

0 ,l'. 

� •• 
• 

" - - • " • 
, 

] • 
" ,; 
" c 

" ·a - 
.c ii 

� "' � v 

" 
� 

� e • , a • 
::I, " . ., c - 

·- u u 

.2,, s " � .0 .:.,: 
" B , •• E 

.. ., 
u 

" " " ·- c 
• 

s: .0 ·- . !1 ;::, u 

-a 
0 • 

0 :r • c • 
• a ·13 

E 
• ,;,, 
0 

c " 
c c 

• -c ·a; 

"' 
. ., 

0. !;! ii • 
< 

c 
-c - - a a 

" " :a • u 
, 

a B " .0 c 

• • 0 , 

e' " ,; 
u .. ·e :i 

0. u 
Q. .!; 

� � 
.. • 
B -� c 

-e c .0 • 
" E 
a § :i 

" " :a .. � la 
u gg � c " s ii - u 

" 0. 
" ii .0 -:i 
ii .. -;; � ·c: "O - 

• 
• o E 

a 
c ·c , 
8. u ·- 

E 
0. 

• 
•• • 0. c 

8 
_g • M 0 

2 � c c • � � e e 
"@ ·a 

1 ;@ .c 

" " " " 

"' 
.c 

" 
ii 

0 • " ·5 0 ;i " 
·;;; 

Cl ·a; 

"' elf .!1 . ., "' 
8 2  

c  .  

"'  ""  u  -  ·c u 0. E e E 
� !;i • 0 0 .2 

·- 0 :a 0 0 0 
Cl (fJ - (.) 

"' "' "' 



1 1  
I  i  

ii  

J1--�-·-+--�-l--�+-+�----l--l-�!-I-�� 
. � "' 
& � - 
j 1---.�-l---l"' ---1--1-� 

.,.. 5 - 

c 

• c 

il, 
c 

• .0 • 
E • 

" " "- Cl 

0 

- 

- - 

· -  :;,  c,  
.• "' 
CD - 



Format DPA 
3. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

RENCANA ANGGARAN B!AYA 
DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

Bidang Sub Bidang Kcgiatan Waktu Pelaksanaan 
Ri p d ncran en o.nao.n 

NO. URA!AN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH 
(Rp.) (Rp.) 

l 2 3 4 5 

JUMLAH !Ro.I 

I 

. . . . . . . . . . . . • • • . • • . . • • • • • • • • • . . . . . • • . • . . . . . . . . . . .  Disetujui Kepala Desa Kaur/Kasi . 
( ) � . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • . . • • • •  )  

Cara pengisian : 
1.  Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APB Desa 
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang clan kode rekening sesuai APB Desa 
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APB Desa 4. kolom 1 : diisi dengan nomor urut 5. kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan. 6. kolorn 3 : diisi dengan volume dapat berupajumlah orang/barang. 7. kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk � mernbayar orang/barang 
8. kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 

" ' '  



U') U') 

- - 0 0 

U') 

- 0 - 0 
u 

• 

o 
z 

z 

i 

z 
-c 

� 
::, 

:,: 
:'i 0: 

"' ::. "' ::, - 
.., 

• v 

c 

- c, 
0 

z 
- 

0: 
;!;: 

e:_ 0 

z c, 

i:i 
v 

"' -c - 
o � 

o :!' 
z - < 

0 
z .., 

;;i - co 

ii2 
c 
, 

-c 
.., 

z - 

"' 
·.; 

c, ::. 
-c 

- 
z 

" 
c5 

c, 

" z - 

"' " • 

"' ::. 

- .0 

& 

- c 

• .., 

_ z  E  "  
Q  i:i  g  .ll  e-  

<  "  
z'!  "  -a  
"'  "  -  J;  "'  � � § �  

..,  

Z  E  "  U')  

:'i  i:i  g  .ll  
::,  -c  

::;  "  .c  
"'  o  .!!  0  -e-  cn z s o:::  

..: , �  
..,  



0 
0 

0 0  
0 0  

M  

0  

N  N  

Lil  Lil  

M  M  

0  0  

Lil  
0  

-  -  

N N  

"'  

Lil  
0  

N  

Lil  
0  

N  

"'  
U")  

Lil  
0  

Lil  

If)  l{)  l()  Lt)  

0 0 0 0  
0 0 0 0  

-  -  -  ...... ......  

l{)  lf)  l{)  Lt)  lf}  



:,: 
:s c: 

"' ::; 0: 
:, - 
.., 

• v 

" - 
I g 
:z: � 
- 
" 0 

1-- 
I� I �  
,e, 

"' 
� 

1-- 
1 1;;  

< < 

3 - 
"' � o 

� � 
"' c 

,_ 
,s 

} � 
·.; 

� 
:. 

1-- 
:z: I S  �  <  �  

-  •  :.  �  
.c  
&  

1--  
fl  
..,  

:z:  

� -  <  c.  
v  o  0:  

"'  -  z  

<  

"  
:i  

E  
"  

-c  •  •  
m  •  -  v  

.c  re,  Cl  
•  •  'C' 

- 
c c � -� c 

• • •  z;  ·c ·-c, "c' ..r: 

-� � -c 
v c {!. • z • • E . - c ;... - c 

� 
c 

] :l! � 
c 

1E cl'. v ·- 
• " 

a, . - <') 

r - 
c, v 

j ·c .c 
r i:i � � s s 

:, 
z " 

� 0: 
" z � � � &  

�  
-e  .,,  c  -e  

r,J  

! " •  
•  c  §  c  •  c  
i  cl'.  �  "  CD  cl'.  0.  iill  .!!!  c  

� '  -  v  �  
•  c  :r  -e  c  i::  ·- 0 

, 'li ..!! o E v 
"' :s 

.., v u i ·in 
-c -e v z -  

..  "  "  "  ]  .5  •  •  •  ,:  :s  �  �  
z  "  �  s  

-c  u  �  :.  >,  CD  •  
c  .c  .;  c  c  v  

"'  <  • o  cl'.  
c  u  0  •  :,  "'  c;  u  u  u  c,  

0.  0.  ,:  v  ;...  "  cl'.  "  v  -c  ..,  c:i  �  Cl  0.  0.  0  

-e  .  

0  u  -  -  -  -  -  
:z:  N  

z  .c  -  -  -  "'  "'  <')  <')  <')  

f:l  
[:;1  . ..  v v  v v  e  .,.  v  .,.  

"'  

�  
u  

�  .c  
-  0  

"  0  •  -  -  o  

�  
�  
•  
"  :,:  

�  
iii!  

.\!  

"  

J  !  e  Ill  
-  :E  a.  ==  •  < < ::> >  §  Cl)  U  c:i  O  

cl!  "'  "'  i2  "'  "  :,:  0..  



- - 

- - - 

.. ..  

<')  <')  <')  

0  

0  

0 0  
0 0  

.,.,  .,.,  .,.,  

-  -  -  0 0  0  

.,.,  .,.,  .,.,  

0 0 0 0  
0 0 0 0  

U')  U')  If)  U')  

lf)  If)  LO  ti)  I.I')  

...... .... ...... ...... ......  

-  .,.,  

-  

.,.,  

0  

-  -  

N  N  

.,.,  .,.,  

0 0  

.,.,  

0  

- -  N  

<')  <')  

-  -  0 0  

"'  "'  
-  0  

-  -  -  -  -  -  

-  

-  0  



c c 

� � 

i 
� � 

i j j I � � � iii 
E 

� 
-e 

.� j 
I 

] j j ' 
'C 1 

i 
rn ,. 

& .: 'e E I �  & ., ell ,!! E 
. e  

� ffi j j J 
] ] s li 

·c 
, �  

i rn a a {:. {!. 
3 g ,§ c c 

5 ,: .e 

j .8 � �  
,:  

�  ::.  .  �  �  f  

�  
]  

::,  .,  5  d  g  &  lfil!  ,s  ,s  ell  rn  0.  0.  rn  

-  -  

-  -  -  "'  

-  -  -  "'  
N  N  

"'  "'  "'  "'  "'  "'  "'  

-  

'  

;� ;� :§ 
-c -o 'ti 

" 
.,. 

.c •. ·! "' • • 
0 • '5'o<'.'i 
-, 0 

c ' 
• 

"' "' • -c �- �  �  s  

"  E  E  E  
'C � " .Q .Q 

� 
• > � 

" 
0 0 

i5 • u 
"' "' 

� 

c' 
• � 
e 

• , 
• � 

� " , 
• � 

e 



�ANtt;tf; tiiJWiJ i;ltiitH\lw-ttU K11iita.ta.n. 

l . Buku Kas Pembantu Kegiatan 

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 
DESA KECAMATAN . 
TAHUN ANGGARAN . 

No. Tanggal Nomor Uraian Penerimaan Pengelueran (Rp) Pengembalian kc Saldo Kas 

Bukti dari Kas Kas Desa (Rp) (Rp.J 

(Rp) Belanja Belanja 
Barang dan Modal 

Jasa 

1 2 3 4 5 6 7 a 9 

Pindahan Jumlah 
dari halaman 
sebelumnya 

Jumlah 

Total Penerimaan Total Pengeluaran 

Total Pengeluaran + Saldo Kas 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Kaur/Kasi. . 

( ) 

Cara pengisian: 
Kolom 1 : dllsi dengan nomor uru t. 
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi. 
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi. 
Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi. 
Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Desa. 
Kolom 8 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa. 
Kolom g : diiei dengan jenis penge\uaran belanja modalT 
Kolom 10 : diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalik ke Kas Desa. 
Kolom 11 :  diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah. 



Format Buku Pembantu Kegiatan 
2 Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat 

BUKU PEMBANTU KEG IATAN PENERfMAAN SWADAYA MASYARAKAT 

DESA KECAMATAN . 
TAHUN ANGGARAN . 

Narna Keeiatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

No. Tanggal Nomor Uraian Penerimaan Nomor Saldo Kas 
81.tkti Uang (Rp) Barang/ Bukti Setor (Rp.) 

Tenaga ke Kas Desa 

'"olumel 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pindahan Jumlah 
dari halaman 
sebelumnya 

Jumlah 
Total Penerimaan 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Kaur/Kasi 

1 ... , . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . .  ,.1 

Cara pengisian: 
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut. 
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi. 
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi. 
Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan danjenis bantuan. 
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan. 
Kolom 6 : diisi dengan volumejenis barang/tenaga. 
Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara. f 
Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Des, 



E E E E E E E E E 
O O O O O O O O O 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  
::::.:::  ::::.:::  ::::.:::  :::i:::  ::::.::  ::::.::  ::::.:::  ::::.:::  ::::.:::  

.,.  

i ]  ,,.  

-  
<  "'  
z  '  "  
;§  �  j  �  "'  -  
0:  

"'  ·- "' . .  :. • a · -  .,.  "'  0.  cs  

� � o O �  -  

· · -  a  "'  c,  -  o � �  -  

a  
· ; -  0  
o.#. 

- " - (.)  

:s li 

� :; - 

ilil� °' tn 

" ·; -e 
0. 

li � 
m a <X) 

·a • 
"' 

� 
u 

u 

� 0: 
e 

0. 
" 

.... 

s � 
0 

a 
:. -  
ilil� "' 
" < 

• 
� a 

" 
a 

"' u 

" 0: so 

u 

e 

" 
.. 

0 
> 

'ii 
E 

" z 
.., 

s 

� "' 

-c 

u 

0 cs 

"' :!: 
.c 

o z  
"  0  [:l  

"  [:!  u  

-  
.0  

"  

�  
<  
0  
0  

�  
z  
<  
Q  

�  
�  
0  §  

!:l  �  

i i  
"'  

a  3  

I  
�  
�  

s  0  

a  �  
"'  'tl  ::.  

i  �  .  

'6h � li 
:::! � �  
ffi  0  

a  :l  
"'  �  
-  �  
a  
..  

a  
.c  

a  
Ji  
N  

&  

�  
0  o,  
j  
1ij  

§  
�  



- 89 - 

Format Surat Permintaan Pembayaran 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP) 

DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

Bidang 
Sub Bidang 

Kegio.tan Waktu Pelaksanaan 
No URAIAN PAGU PENCAIRAN PERMINTAAN JUMLAH SISA DANA 

ANGGARAN S.D. YG LALU SEKARANG SAMPAI SAAT 

"" 
IRo.l /Ro.) ,�n.) /Rn) . \ 

1 2 3 4 5 6 7 

JUMLAH 

................. , 20 . Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa, 
�-· · · · · · · ·  )  

Disetujui untuk dibayarkan 
Hukum Tua, 

( � 

Kaur/ Kasi. . 

( ) 

Telah d.ibayar lunas 
Kaur Keuangan, 

( ) 

Cara pengisian: 1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. 
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa 3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Oesa. 
4. Kolom 1 : dengan nomor urut. 5. Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. 6. Kolom 3 : drisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rcncana kegiatan. 7. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya. 8. Kolom 5 : diisi dengan rincian yan=fd · · t.akan untuk dibayar. 9. Kolom 6 : diisi dengan jumlah pe · aan dana sampai saat Ini. 10. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran 

- -----·- 



Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja · ·--- · · · ·--- 
PERNYATMN T/\NGGUNGJAWAB BELANJA 

DESA KECAMATAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  

TAHUN ANGGARAN . 

Bidang Sub Bidang Kegiatan 
NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH 

IRo.l 

I 2 3 4 

JUMLAH IRo.\ 

I 

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas scbaga.i terlampir, untuk kelengkapan Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  Kaur/Kasi. . 

( . . . . . . . . . . . • . . .  , )  

Cara pengisian: 1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Oesa. 2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. 3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. 4. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut. 5. Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja. 6. Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja. 7. kolom 4 :  d.iisi denganjumlah belanja.[ 8. baris jumlah d.iisi jumlah keseluruhan 

-·--� 
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Format Buku Pembantu Kas Umum 
2. Buku Kas Pembantu Pajak 

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK 

DESA KECAMATAN . 
TAHUN ANGGARAN . 

No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN SAL DO 

IR-' IR-' IR-' 

1 2 3 4 5 

JUMLAH 

. . . . . . . . . . .  ,  . . . . • • . • • • • • . • . . . . . . . . . . . . • . . . .  

Kaur Keuangan 

( ) 

Cara pengisian : 
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan {dari pemotongan pajak) atau 

pengeluaran (dari penyetoran pajak). 
: diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran. 

Kolom 3 : diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas. 
Kolom 4 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. 

: diisi denganjumlah rupiah =v 
: diisi dengan saldo buku kas bendahara. 

Kolom 2 

Kolom 5 
Kolom 6 



Format Pembantu Buku Kas Umum 
3 Buku Pembantu Panjar 

BUKU PEMBANTU PANJAR 

DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

No. Tanggal Nomor Uraian Penerima Pemberian Pertanggung- Sal do 
Bukti IR-' iawaban Paniar IR-' 

l 2 3 4 5 6 7 8 

· · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
Kaur Keuangan 

( ) 

Cara pengisian: 
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut. 
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi. 
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi. 
Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan danjenis bantuan. 
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan. 
Kolom 6 : diiai dengan volume jenis barang/tenaga. 
Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara. 
Kolom 8 : diisi dengan jurnlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa. 



Format Kuitansi 

Kantor Desa 

Ka bu paten/ Kota 

: < ..• Na.ma Desa ... :.,. 

: < . . .  Kabupaten/Kota ... > 

Tande Bukti Peneeluaran Uane 

Telah terima dari Kaur Keuangan Desa < .. .  Nama Desa ... > 

Uang sebesar 

Sebagaipembayaran 

: Rp < ... Jumlah daJam angka ... > 

( Jumlah daJam huruf...) 
( Jumlah dalam huruf lanjutan ... ) 

: <Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanja) > 

<Sebutkan Tujuan Pembayaran La.njutan (Kegiatan/Belanja)> 
<Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja.> 

Catatan Keuangan 
Yang Memberi, 

< .. Nama Pemberi .. > 

<Desa .. >, < ••. tgl, bln, th ... > 

Yang Menerima, 

< ... Nama Penerima ... > 



Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Perta.ma 

LAPORAN PF.:I.AK$ANAAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA OESA 
SEMESTER PERTAMA 

PEMERINTAH DESA . 

TAHUN ANGGARAN . 

Conteh 

ANGGARAN 
REALI SAS I 

SUMBER 
KODE REKENING URA IAN 

(Rp) 
ANG GARAN 

DANA 
(Rp) 

l 2 3 4 5 6 

a b c a b c d 

4 PENDAPATAN 
4 l PADesa 
4 1 1 Hasil usaha 
4 l l ... <Obvek Pcndaoatan> 
4 2 Transfer 
4 2 l Dana Desa 
4 3 Pendaoatan lain-lain 
4 3 l Penerimaan dari Hasil Kerjasama 

Antar Dcsa 
4 3 l ....  <Obvek Pendaoatan> 

dst. .. 

JUMLAH PENDAPATAN 

5 BELANJA 

l Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

I l Penyelenggaraan Beianja Penghasilan 
Tetap, Tunjangan dan Operasional 
Pemerintahan Oesa 

l l 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan 
Tunianean Keoala Desa 

1 i 01 5 l Belania Peeawai 
1 1 01 5 l l Pt:nghasilan Tetap & Tunjangan 

Kenala Desa 
1 l 01 5 I 1 ... <Rincian Obvek Belania> 
l 3 Adminietrasi Kependudukan, 

Pencatatan Sipil, Statistik dan 
u .... rsi ... "'., 

1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan 
kependudukan (Surat 
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu 
. 

"" 
1 3 01 5 2 Belania Barane: dan Jasa 
I 3 01 5 2 2 Belania Jasa Honorarium 

<Rincian Obvek Belania> 
2 Pelaksanaan Pembanzunan Desa 
2 1 Pendidikan 
2 1 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat 

an Sarana Prasarana 
Perpustakaan/Taman Bacaan 

-- 
2 1 05 5 3 Bclania Modal 
2 1 05 5 3 4 Bclanja Modal Gedung dan Bangunan 

1 l 05 5 3 4 . . .  <Rincian Obvck Belaniae- 
5 Penanggulangan Bencana, Keadaan 

Darurat dan Mendesak 

.. 



1 5 · Sub atdeoe Pertanahan 

5 O I Sertifikasi Taneh Kas Dcsa 

1 

l 

5 

5 

02 Admin.istrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pcmbcrian Registrasi Agenda Pcrta.nahanJ 

03 Fasilitasi Scnifikasi Tanah untuk Ma arakat Miskin 
l 

l 

5 
5 

04 Mediasi Konfiik Pertanahan 
OS Pen luhan Pertanahan 

5 
5 

06 Administrasi Paiak Bumi dan Ban nan fPBBI 
07 Pcnentuan/Pcnceasan/Pemban"'•nan Batas/PatokTanah Desa •• 

5 90-99 lain-lain ke2iatan sub bidane: oertanahan• 

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANOUNAN DESA 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Ocsa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pcmbangunan 
pcndidikan, keschatan, pekerjaan umum, dan Jain-lain. Pembangunan tfde.k berarti hanya 
pcmbangunan secara fisilc akan tetapijuga tcrkait dengan pcmbangunan non fisilc aeperti 
pcngembangan dan pcmbinaan, bidang ini mencakup: 

2 Sub Bidane Pcndidikan 

2 01 Penyclcnggaraan PAUO/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan 
Honor Penaajar, Pakaian Scragam, Open.aional, d&t) 

02 Oukunean Penveteneeereen PAUO {APE Sarana PAUD dstl 

2 1 03 Penvuluhan dan Pelatihan Pcndidikan bazi Masvarakat 

2 04 Pcmeliharaan Sacana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Dcsa/ Sanggar Belajar 
Milik Dcsa •• 

2 05 Pemcliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik 

Desa"" 

2 06 Pcmbangunan/Rehabilita.si/Peningkatan/Pcngadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif 
(APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Ncn-Pormel Milik Dcsa- 

2 07 Pcmbangunan/Rchabilitasi/Pcningkatan Sarana Prasarana Pcrpustakaan/Taman Bacaan 
Dcsa/ Sanggar Belajar Milik Desa'" , 

' 
2 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor PenJ� untuk 

r�����J'���,��F� pe�J... , ,.,,;: ;.:.';-- ·:--�:·-·· :: ··- 
2 
2 

l 

l 

09 

IO 

Peneembanean dan Pembinaan Sano-oar Seni dan Belaiar 

Dukunean Pendidikan baai Siswa Miskin/Be restasi 

2 l 90-99 lain-lain kcinatan sub bidane: ndidikan* 

2 
2 

2 
2 01 

Sub Bidanll Kcschatan 
Pcnyelenggaraan Pos Kesehaw.n Desd. (PKOI/Polindes Mllik. Dcsa {Obat--obatan; Ta.mbahan 
Insentif Bidan Desa/Pcrawat Oesa; Pcnycdinan Pelaynnan KB dan Alat Kontraeepei bagi. 
Kcluarga Miskin, dst) � 

.,, . 

' ' 

Pcnyclcnggaraan Posyandu (Ml1kanan Tambahan, Kelas Ibu Ha.mil, Kelas Lanaia, ln9C:lltif Kader 
Posyandu) ... 

, ·  

02 2 2 

2 2 03 Penyuluhan dan Pclacinan Bidang Kcsehatan (untuk Masyata.kat; Tcii8ga Ke9thlltari, Kader 
Keseh�tfm. �II) ·' 

2 
2 

2 
2 

04 Penvelenaaarean Desa Sia11:a Keschatan 
05 Pcmbinilan Palaria Mcrah Rcmaia fPMRI tin at d'c's"a 

07 Pcmbinaan dan Pcnv:awasan Ucava Kesehatan Tradisional 
08 Pemcliharaan Sa.rana/Prasarana Po andu /PolindcstPKD 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

06 Pcnvasuhan Bersama atau Bina Keluarea Balita 18 

2 2 09 Pcmbangunan/Rchabilitasi/Pcningkata.n/Pengadaan Sarana/Prasarana 
Posyandu/Polindes/PKO •• 

2 2 90·99 lain·lain kesiatan sub bidamr keschatan• 

2 
2 

3 

3 01 
Sub Bidanl!' Pckcriaan Umum dan Pcnataan Ruane 
Pemeliharaan Jalan Dcsa 

2 3 02 Pcmeliha.raan Jalan Lin°"'•nean Pcrmuk:iman/Ganl!' 
2 3 03 Pcmeliharaan Jalan Usaha Tani 
2 

2 

3 

3 

04 

05 

Pemeliharaan Jembatan Milik Desa 
Pcmeliharaan Prasarana JaJan Dcsa (Gorong-gorong, Sclokan, Box/Slab Culvert, Drainase, 
Prasarana Jalan lain) 

2 
2 

3 

3 

06 

07 

Pcmeliharaan Gedun Prasarana Balai Dcsa/Balai Kema tan 

Pcmeliharaan Pemaka.man Milik Desa/Sirus Bersejarah Milik Desa/Pctiluan Milik Desa 

2 3 08 Pemcliharaan Embunit Milik Dcsa 
2 
2 
2 

2 
2 

3 

3 

3 

3 

3 

09 

IO 

11 

12 
13 

Pcmeliharaan MonumenlGanuralBatas Desa 
Pcmban nan/RehabWtasi/Penin tan/Peneeraaen Jalan Desa .. 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Pcrmukiman/Gang O 

Pemban nan/Rchabilitasi/Penin tan/Pen<>erasan Jalan Usaha Tani - 

Pcmban°11nan/Rchabilitasi/Penin atan/Pcn rasan Jembatan Milik Dcsa. - 



2 3 14 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa {Oorong-gorong, Selokan, 
Box/Slab Culvert, Dre.inasc, Prnsarana Jalan lain) 0 

2 3 15 Pembeneunen I Rehabilitasi f Penin tan Balai Desa.lBalai Kema arnkatan** 

2 3 16 Pembangunan/Rehabilitaai/Peningkatan Pemakaman Milik Dcsa/Situs Bcrscjarah Milik 

Dcaa/Petilasan 
0 . ,7 

nt•unan �men. reneanaan •• 
-- 

... 

·- ·- 2 3 19 Pemban nan RehabilitasifPenin tan Embunsi: Deaa •• 

2 3 20 Pembanet nan Rehabilitaei/Peninzkatan MonumenlGaoura/Batas Desa - 
2 3 90-99 lain-lain keeieten sub bidane kcriaan umum dan nataan ruana• 

2 4 Sub Bidane Kawasan Pennukiman 

2 4 01 Dulrungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni {RTI.H) 
GAKIN (pemetaan, validasi, dll) 

2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Mihk Desn 

2 4 03 Pcmeliharaan Somber Air Bersih Milik Dcsa (Mata Air/Tandon Pena.mpungan Air Hujan/SU.mur 
Bor, dll) 

2 4 04 Pcmeliharaan Sambumzan Air Bersih kc Rumah 'reneee lnioanisasi dll! 

2 4 05 Pemeliharnan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana.ja.lan) 

2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll 

2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Pcnampungan, Bank Sampah, 
dll) 

2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuanaan Air Llmbah /Drainasc Air limbah Ruma.h T 

2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 

2 4 10 Pembanat•nan/Rehabilitasi/Peninoir .. tan Sumur Resanan ** 

2 4 11 Pembangunan/Rchabilitasi/Pcningkatan Sumbcr Air Bcrsih Milik Dcsa {Mata Air/Tandon 
Pcnampungan Air Hujan/Sumur Bor, d.11)*• 

2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Pcningkatan Sarnbungan Air Bcrsih kc Rumah Tangga {pipanisasi, 

dll) - 

2 4 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pcrmukiman (Gorong-gorong, Sdokan, Parit, 
dll., diluar prasarana jalan) •• 

2 4 14 Pcm ban nan/Rehabilitas/Penin°1r<>tan Fasilitas Ja.mban UmumlMCK umum dll - 

2 4 15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengclolaan Sampah Dcsa/Permukiman 
(Penampungan, Bank Sarnpah, dll)** 

2 4 16 Pcmbangunan/Rehabil1tasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainasc, Air limbah 
Rumah Tangga)*'" 

2 4 17 Pcm ban nan /Rehabilitasi/Pcnin tan Tarnan/Taman Bcrmain Anak Milik Dcsa- 

2 4 90-99 lain-lain keeiatan sub bidane: oerumahan rakvat dan kawasan oemujdman" 

2 5 Sub Bidanz Kchutanan dan Lin nean Hidun 

2 5 01 Peneetotaan Hutan Mililc Desa 

2 5 02 Pcnaelolaan Lin nean Hidun Desa 

2 5 03 Pclatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penye.daran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

2 5 90-99 lain-lain kelriatan sub bidanz Kehutanan dan 1.ina1n1n11:an Hidun* 

2 6 Sub Bidane Perhubune:an Komunika.si dan Informatika 

2 6 01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 

2 6 02 Pcnyelcnggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho lnformasi 
pcnetaoan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) 

2 6 03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan lnfonnasi Lokal Desa 

2 6 90-99 lain-lain kelriatan sub bidane: Perhubune:an. Komunilcasi dan Informatika* 

2 7 Sub Bidane Enenri dan Sumber Dava Mineral 
2 7 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ener.,.; Alternatif tin tDeaa 
2 7 02 Pembangunan/Rchabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Altern..atiftingkat Desa 

•• 

2 7 90-99 lain-lain kelriatan sub bidane: Enerei clan Sumbcr Dave. Mincra.l* 

2 8 Sub Bidane Pariwisata 

2 8 01 Pcmeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 

2 8 02 Pembanv11nan/Rehabilitasi/Penin<>1rntan Sa.rana dan Prasarana Pariwisata Milik Dcsa - 
2 8 03 Penoembanoan Pariwisata Tin t Desa 
2 8 90-99 lain-lain kelriatan sub bidane eariwtseta- 



5 1 Pe nan tanean Bencana 

5 l 00 5 4 Penaneeulanean Bencana 
5 1 00 5 4 Belania Tak 'rerduee 
5 1 00 5 4 00 Belanja Tak Terduga 
5 1 00 5 4 00 00 Belania Tak Terduea 

dst 

JUMLAH BELANJA 
SURPLUS "DEFISITI 

6 PEMBIAYAAN 

6 1 Penerimaan Pembiavaan 

6 l 1 SiLPA Tahun Sebelumnva 

6 1 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnva 

6 2 Peneeluaran Pernbiavaan 

6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 

6 2 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 

dst 

SELlSIH PEMBIAYAAN 

..................... , 20 . 

Hukum Tua, . 

( ) 

Cara pengtsten: 
Kolom 1 diisi berdasarkan k.lasifikasi Bidang Kegiatan: 

a. bidang; 

b. Sub Bidang; dan 

c. kegiatan. 
diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: 

Bagian pendapatan diisi: 
a. Pendapatan; 
b. kelompok pendapatan: 
c. jenis pendapatan; dan 
d. obyek pendapatan. 
Bagian Belanja diisi: 
a. belanja; 
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan); 
c. obyek belanja: dan 
d. rincian obyek belanja. 
Bagian Pembiayaan diisi: 
a. Pembiayaan; 
b. Kelompok pembiayaan; dan 
c. jenis pembiayaan. 

diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini) 

diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan 
diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan 
diisi sumber Dana/diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan 
(kolom Lr-] t�rkAitl 

Kolom 2 

Kolom 5 

Kolom 6 

Kolom 3 

Kolom 4 


